
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalarn Lingkungan 
Daerah Tingkat I Kabupaten Lampung Selatan sebagai 
Undang-Unclang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1821); 

2. Unclang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat clan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494}; 

Mengingat 

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat 1 
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah clan Pasal 4 Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu diatur Rincian 
Tugas Jabatan Pada Sekretariat Daerah dan Staf Ahli 
Bupati Lampung Selatan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
clalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Rincian Tugas Jabatan pada Sekretariat Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan clan Staf Ahli Bupati 
Lampung Selatan; 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

RINCIAN TUGAS JABATAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN DAN STAF AHLI BUPATI LAMPUNG SELATAN 

TENTANG 

PROVINS! LAMPUNG 
PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 

NOMOR 38 TAHUN 2016 

BU PAT I LAMPUNG SELATAN 



6. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Asisten 
Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

7. Staf Ahli Bupati adalah Staf Ahli Bupati Lampung 
Sela tan. 

Daerah Sekretaris 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung 
Sela tan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Lampung Selatan. 
5. Sekretaris Daerah adalah 

Kabupaten Lampung Selatan. 

PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS 
JABATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN 
LAMPUNG SELATAN DAN STAF AHLI BUPATI LAMPUNG 
SELATAN. 

MEMUTUSKAN : 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- 
undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Sela tan N omor 16); 

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan 
Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

Menetapkan 



Bagian Kesatu 

Susunan Organisasi 

Pasal2 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagai 
berikut: 

a. Sekretaris Daerah. 

b. Asisten Bidang Pemerintahan clan Kesejahteraan Rakyat, 
membawahi: 
1) Bagian Pemerintahan, membawahi : 

a) Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum; 
b) Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan; dan 
c) Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum. 

2) Bagian Otonomi Daerah, membawahi : 
a) Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga; 
b) Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah; 

dan 
c) Sub Bagian Pemerintahan Desa/ Kelurahan. 

3) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan, 
membawahi : 
a) Sub Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan; 
b) Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan 

Olahraga; clan 
c) Sub Bagian Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan 

Perempuan dan Anak. 

4) Bagian Bina Mental Spiritual, membawahi : 
a) Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan; 
b) Sub Bagian Urusan Haji clan Perayaan Keagamaan; 

dan 
c) Sub Bagian Dakwah. 

BAB II 
SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI 

SEKRETARIAT DAERAH 

8. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah atau 
pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan. 

9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Perangkat Dacrah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

10. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

11. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Tcknis 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

12. .Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan 
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya 
didasarkan pada keahlian dan ke terarnpilan tcrtentu 
serta bersifat mancliri. 



Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Lampiran dan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Bagian Kedua 
Bagan Struktur Organisasi 

Pasal 3 

c. Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, membawahi: 

1) Bagian Perekonomian, membawahi : 
a) Sub Bagian Pengembangan Usaha Perekonomian; 
b) Sub Bagian Bina Produksi Daerah; dan 
c) Sub Bagian Pengembangan Potensi Daerah. 

2) Bagian Pembangunan, membawahi : 
a) Sub Bagian Program; 
b) Sub Bagian Pengendalian; dan 
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. 

3) Bagian Perlengkapan, membawahi : 

a) Sub Bagian Analisa Kebutuhan Barang; 
b) Sub Bagian Pengadaan Barang; dan 
c) Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi. 

d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi : 
1) Bagian Hukum, membawahi : 

a) Sub Bagian Perundang-undangan; 
b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan 
c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum. 

2) Bagian Organisasi, membawahi : 

a) Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi; 
b) Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan Analisis 

Jabatan; dan 
c) Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik. 

3) Bagian Umum dan Protokol, membawahi: 

a) Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol; 
b) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 
c) Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati. 

4) Bagian Tata Usaha Keuangan, membawahi: 

a) Sub Bagian Anggaran; 
b) Sub Bagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai; 

dan 
c) Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan. 

e. Unit Pelaksana Teknis; dan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional. 



Bagian Kedua 
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal 5 
(1) Tugas Pokok Asisten Bidang Pemerintahan dan 

Kesejahteraan Rakyat adalah membantu Sekretaris 
Daerah dalam merumuskan bahan kebijakan umum 
pemerintahan daerah dan perencanaan strategis bidang 
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan sosial, 
kemasyarakatan dan bina mental spiritual, 
pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi, 
pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan sosial, 
kemasyarakatan dan bina mental spiritual, serta 
membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas 
pemerintahan dan pelayanan administratif kepada 
Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal lainnya sesuai 
dengan bidangnya. 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 

kepada 
untuk 
dalam 

e. memberikan pengarahan dan bimbingan 
bawahan ten tang pelaksanaan tugas, 
menghindari terjadinya penyimpangan 
pelaksanaan tugas; 

f. memberikan usulan dan pertimbangan kepada Bupati 
tentang Iangkah-langkah dan kebijakan yang akan 
diambil dibidang kebijakan daerah; dan 

Pasal 4 

( 1) Sekretaris Daerah mempunyai tugas memimpin, 
mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas 
Sekretariat Daerah dalam membantu Bupati dalam 
penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif 
terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta 
memberikan pelayanan teknis administrasi pada seluruh 
perangkat daerah dan instansi lainnya. 

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), rincian tugas Sekretaris Daerah adalah sebagai 
berikut: 
a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah; 
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Satuan Kerja 

Perangkat Daerah; 
c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

kebijakan daerah; 
d. melaksanakan pelayanan administratif dan pembinaan 

Aparatur Sipil Negara pada instansi daerah; 

BAB III 
RINCIAN TUGAS JABATAN SEKRETARIAT DAERAH 

Bagian Kesatu 
Sekretaris Daerah 



( 1) Tugas Pokok Kepala Bagian Pemerintahan adalah 
menyiapkan bahan dan materi, penyusunan dan 
perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan dibidang tata pemerintahan 
umum, pemerintahan kecamatan, ketenteraman dan 
ketertiban umum. 

Paragraf 1 

Kepala Bagian Pemerintahan 

Pasal6 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

kepada 
untuk 
dalam 

1. memberikan pengarahan dan bimbingan 
bawahan ten tang pelaksanaan tugas, 
menghindari terjadinya penyimpangan 
pelaksanaan tugas; 

J. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan 
diambil dibidang pemerintahan umum, otonomi daerah 
dan hubungan kemasyarakatan; dan 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Asisten Bidang 
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah sebagai 
berikut: 
a. merumuskan bahan kebijakan umum pemerintahan 

daerah bidang pemerintahan, otonomi daerah, 
kesejahteraan sosial, kemasyarakatan dan bina mental 
spiritual; 

b. menyusun perencanaan strategis Bidang 
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan sosial, 
kemasyarakatan dan bina mental spiritual; 

c. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan 
kebijakan pemerintah daerah bidang pemerintahan, 
otonomi daerah, kesejahteraan sosial, kemasyarakatan 
dan bina mental spiritual; 

d. menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang 
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan sosial, 
kemasyarakatan dan bina mental spiritual; 

e. memberikan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan 
tugas bidang pemerintahan, otonomi daerah, 
kesejahteraan sosial, kemasyarakatan dan bina mental 
spiritual; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan sistem informasi 
bidang pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan 
sosial, kemasyarakatan dan bina mental spiritual; 

g. memantau, evaluasi dan pelaporan Bidang 
pemerintahan, otonomi daerah, kesejahteraan sosial, 
kemasyarakatan dan bina mental spiritual; 

h. melaksanakan tugas pemerintah dan pelayanan 
administratif kepada Perangkat Daerah dan Instansi 
Vertikal di daerah sesuai dengan bidangnya; 



h. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas 
pelaksanaan tugas dari bawahan; 

i. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tata 
pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, 
ketenteraman dan ketertiban umum kepada atasan, 
sebagai pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan 
masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih 
lanjut; dan 

J. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh 
atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

g. memberi usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan 
diambil dibidang tata pemerintahan umum, 
pemerintahan kecamatan, ketenteraman dan 
ketertiban umum; 

e. membagi habis tugas kedinasan dibidang teknis dan 
administrasi kepada bawahan, agar setiap aparatur 
yang ada mempunyai dan memahami beban tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

f. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

untuk koordinasi c. menyiapkan bahan 
penyelenggaraan tata pemerintahan um um, 
pemerintahan kecamatan, ketenteraman dan 
ketertiban umum; 

d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan kegiatan dibidang tata pemerintahan 
umum, pemerintahan kecamatan, ketenteraman dan 
ketertiban umum; 

b. menyiapkan bahan pembinaan clan perunjuk teknis 
penyelenggaraan tata pemerintahan um um, 
pemerintahan kecamatan, ketenteraman dan 
ketertiban umum; 

a. menyiapkan bahan penyusunan dan perumusan 
kebijakan pemerintahan daerah bidang tata 
pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan, 
ketenteraman dan ketertiban umum; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian tugas Kepala Bagian 
Pemerin tahan adalah se bagai beriku t : 



transmigrasi; 
J. mengumpulkan bahan dan koordinasi kebijakan 

daerah dalam pelaksanaan lingkungan hidup; dan 
k. mengumpulkan bahan dan koordinasi kebijakan 

daerah dalam penyelenggaraan Pemilihan Umurn; 
1. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk tcknis 

penyelenggaraan administrasi pertanahan; 
m. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 

Jabatan Fungsional Umum (.JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Tata Pemerintahan Umum agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

bahan dan koordinasi kebijakan 
pelaksanaan ketenagakerjaan dan 

1. 

dan petunjuk tckn is 
kependudukan dan 

h. menyiapkan bahan pembinaan 
penyelenggaraan administrasi 
pencatatan sipil; 
mengumpulkan 
daerah untuk 

menyiapkan bahan/ materi dan fasilitasi tamu 
kenegaraan dan tamu pusat lainnya; 
menyiapkan bahan/materi da n koordinasi 
penyelenggaraan rapat Musyawarah Pimpinan Daerah 
( Muspida ); 

g. menyiapkan bahan penyusunan perumusan 
kebijakan, pembinaan, petunjuk teknis dan koordinasi 
penyelenggaraan hubungan pernerintah Daerah 
dengan lembaga vertikal di Daerah; 

f. 

•• > 

__,,,.-. e 
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mengurnpulkan, penyajian bahan/ data penyusunan 
laporan penyelenggaraan dekorisentrasi dan tuga s 
pembantuan; 

d. menyiapkan bahan/materi clan Iasilitasi untuk 
Kunjungan Kerja DPR-RI, DPD-RI, DPRD Provinsi dan 
DPRD lainnya; 

c. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Tata Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut : 
a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan, 

pembinaan, petunjuk teknis, koordinasi, monitoring 
dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan umum; 

b. mengumpulkan, penyajian bahan/data dan 
pcnyusunan laporan penyelenggaraan pernerintahan 
umum; 

(1) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan 
Um urn adalah menyiapkan bah an penyusunan 
perumusan kebijakan, pembinaan petunjuk teknis dan 
koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum dan 
administrasi pertanahan; 

Pasal 7 

Kepala Sub Bagian 

Tata Pemerintahan Umum 



1. menganalisa · kewenangan Camat untuk otonomi 
daerah serta mengevaluasi laporan kegiatan Camat 
dan PPAT Camat; 

J. memproses administrasi Camat untuk penetapan 
sebagai PPAT ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten 
Lampung Selatan; 

g. menyusun laporan pelaksanaan tugas Bupati bidang 
pemerintahan kecamatan; 

h. menyiapkan bahan penyusunan perumusan, 
pembinaan, petunjuk teknis, koordinasi, monitoring 
dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan 
kecamatan; 

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan 
Pasal8 

(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Pemerintahan Kecamatan 
adalah menyiapkan bahan penyusunan perumusan 
kebijakan, pembinaan petunjuk teknis fasilitasi/ 
Pembinaan administrasi Pemerintahan Kecamatan dan 
koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Pemerintahan Kecamatan adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan 

pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan 
pembinaan pemerintahan kecamatan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan program pembinaan 
perangkat kecamatan; 

c. persiapan dan pencalonan pengusulan pengangkatan 
dan pemberhentian camat; 

d. membuat, menyusun pedoman pembinaan Perangkat 
kecamatan; 

e. menyusun dan mengevaluasi data-data monografi 
kecamatan; 

f. menyusun dan mengumpulkan bahan laporan harian 
camat; 

n. membagi habis tugas Sub Bagian Tata Pemerintahan 
Umum kepada aparatur JFU sebagai bawahajinya 
agar setiap personil memahami tugas dan tangg-811$......i! 
jawabnya masing-masing; ·*'1J~·!;: 

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun"(fla 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
q. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang tata pemerintahan 
umum; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya lainnya yang 
diberikan oleh atasan. 



Paragraf 2 
Kepala Bagian Otonomi Daerah 

Pasal 10 
(I) Tugas pokok Kepala Bagian Otonomi Daerah adalah 

menyiapkan bahan dan materi, penyusunan dan 
perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi , mentoring, 
evalua si dan pelaporan dibidang penyelenggaraan olonomi 
daerah dan pengembangan daerah, hubungan clan 
kerjasama daerah, penyelenggaraan pcmerintahan dcsa/ 
kelurahan. 

(2) Untuk mcnyelenggarakan tugas pokok scbagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1 ), rincian tugas Kepala Bagian 
Otonomi Daerah adalah sebagai berikut : 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan 
oleh atasan. 

Bagian tangga rum ah k. menyiapkan sarana 
Pemerintahan; 

1. menyiapkan bahan keuangan maupun kepegawaian di 
Bagian Pemerintahan; 

m. mcngumpulkan, menghimpun dan mcnyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

n. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan;' 
o. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang ketenteraman dan 
ketertiban umum; dan 

J. membantu, menghimpun, menyiapkan dan 
mengoordinasikan laporan mengenai permasalahan 
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

untuk h. mengumpulkan bahan clan koordinasi 
penegakan peraturan perundang-undangan; 

1. membantu merumuskan mengoordinasikan tugas 
pengawasan dan pelaksanaan Gerakan Disiplin 
Nasional (GDN). 

c. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan 
ketenteraman dan ketertiban umum; 

d. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
.Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

e. membagi habis tugas Sub Bagian Ketenterarnan dan 
Kctertiban Umum kepada aparatur JFU scbagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
clan tanggung jawabnya masing-masing; 

f. mengumpulkan bahan clan koordinasi kcbijakan 
daerah dalam pelaksanaan kepamongprajaan; 

g. mengumpulkan bahan dan koordinasi kebijakan 
daerah dalam perlindungan kepada masyarakat; 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Ketenteraman dan Ketertiban Umum adalah sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 
b. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis 

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 

(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum adalah menyiapkan bahan penyusunan 
perumusan kebijakan, pernbinaan, petunjuk teknis dan 
koordinasi penyelenggaraan urusan keten teraman dan 
ketertiban umum; 

_Pasal9 

Kepala Sub Bagian Ketenteraman dan Ketertiban Umum 

k. menerima laporan kegiatan Camat sebagai PPAT; 
l. menyusun dan mengolah data perangkat kecamatan 

sesuai petunjuk/ pedoman yang berlaku; 
m. menenma, mensistematiskan, menganalisa dan 

mengevaluasi laporan-laporan ten tang 
penyelenggaraan pemerintahan dari kecamatan; 

n. menyiapkan administrasi fasilitasi dan koordinasi 
perubahan status dari kelurahan/ desa menjadi 
kecamatan; 

o. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam 
pembentukan, penggabungan dan/ atau penghapusan 
kecamatan; 

p. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Pemerintahan Kecamatan agar dapat 
rnelaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

q. membagi habis tugas Sub Bagian Pemerintahan 
Kecamatan kepada Aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

r. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

s. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
t. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang pemerintahan 
kecamatan; dan 

u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 

fasilitasi dibidang 
Dewan Perwakilan 

koordinasi dan 
kesekretariatan 

k. melaksanakan 
administrasi 

a. menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah 
daerah dibidang penyelenggaraan otonomi daerah dan 
pengembangan daerah, hubungan dan kerjasama 
antar lembaga dan Daerah serta penyelenggaraan 
pemerintahan desa/ kelurahan; 

b. menerapkan dan membina petunjuk teknis 
penyelenggaraan otonomi daerah, pengembangan 
daerah, hubungan dan kerjasama antar lembaga dan 
daerah, penyelenggaraan administrasi perangkat 
Daerah serta penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan desa/kelurahan; 

c. menyiapkan bahan koordinasi untuk 
penyelenggaraan otonomi daerah dan pengembangan 
daerah, hubungan dan kerjasama antar lembaga dan 
daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan 
desa/kelurahan; 

d. menyiapkan bahan mentoring dan evaluasi 
penyelenggaraan otonomi daerah dan pengembangan 
daerah, hubungan dan kerjasama antar lembaga dan 
daerah, penyelenggaraan administrasi perangkat 
Dae rah serta penyelenggaraan administrasi 
pemerintahan desa/kelurahan; 

e. membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Otonomi 
Daerah dibidang teknis dan administrasi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada dilingkungan 
Bagian Otonomi Daerah mempunyai clan memahami 
bahan tugas dan tanggung jawabnya masing-rnasing; 

f. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya peny1mpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

g. memberi usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan di 
ambil dibidang Otonomi Daerah; 

h. menilai aktivitas, kreativitas clan produktivitas 
pelaksanaan tugas dari bawahan; 

1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
penyelenggaraan otonomi daerah dan pengembangan 
daerah, hubungan dan kerjasama antar lembaga dan 
daerah, penyelenggaraan administrasi dan perangkat 
daerah serta penyelenggaraan adrninistrasi 
pemerintahan desa/kelurahan kepada atasan, sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan 
masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih 
lanjut; 

J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas; 



Pasal 11 
(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar 

Lembaga adalah menyiapkan clan menyusun perumusan 
kebijakan, petunjuk teknis dan koordinasi dibidang 
kerjasama antar lembaga daerah. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Kerjasama Antar Lernbaga, adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan, 

pembinaan, petunjuk teknis, koorclinasi clan evaluasi 
penyelenggaraan kerjasama antar lembaga dan 
daerah; 

b. menyiapkan bahan dan materi, perumusan kebijakan 
koordinasi dan pem binaan sarana dan prasarana fisik 
perkotaan; 

c. menyiapkan bahan dan materi, perumusan kebijakan, 
koordinasi dan pembinaan kerjasama antara 
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi, 
Pemerintah Provinsi lainnya dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota diluar Provinsi; 

Kepala Sub Bagian Kerjasama Antar Lembaga 

dan pelaporan 
administrasi 

u. melaksanakan evaluasi, memonitoring 
pelaksanaan kegiatan dibidang 
pemerintahan desa clan kelurahan. 

1. menyiapkan bahan, dan membantu perumusan 
kegiatan penyelenggaraan kesekretariatan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan; 

m. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (LPPD); 

n. menyusun dan menyampaikan lnformasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (ILPPD) kepada 
masyarakat; 

o. menyusun bahan evaluasi, penilaian dan Indikator 
Kinerja Kunci (IKK) Penyelenggaraan Pemerintah 
daerah; 

p. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi 
penyelenggaraan Pemilihan Urn um (Pemilu); 

q. menyiapkan bahan, dan membantu penyelenggaraan 
DESK Pemilihan Umum (Pemilu); 

r. melaksanakan fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan 
Umum (Pemilu); 

s. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan 
pemerintahan Desa dan Kelurahan; 

t. menyiapkan bahan penyusunan, perumusan 
pem binaan / pem berdayaan dan koordinasi ke bij akan 
dibidang pemberdayaan masyarakat; dan 



koordinasi penyelenggaraan 
Daerah, Bupati/Wakil Bupati 

menyiapkan bahan 
administrasi Perangkat 
clan Sekretariat DPRD; 

c. 

( 1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Otonomi dan 
Pengembangan Daerah adalah menyiapkan dan 
menyusun perumusan kebijakan, pembinaan, petunjuk 
teknis dan koordinasi untuk pengadministrasian 
perangkat daerah, proses pemilihan dan pengangkatan 
Bupati/Wakil Bupati. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Otonomi dan Pengembangan Daerah adalah sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan bahan penyusunan perumusan 

administrasi kebijakan Bupati/Wakil Bupati; 
b. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis 

penyelenggaraan administrasi Perangkat Daerah, 
Bupati/Wakil Bupati clan Sekretariat DPRD; 

Pasal 12 

Kepala Sub Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah 

d. menyiapkan bahan, materi perumusan kebijakan 
koordinasi dan pembinaan kerjasama, identifikasi dan 
verifikasi subtansi dengan luar negen maupun 
lembaga non pemerintah; 

e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi 
harrnonisasi terbangunnya kerjasama antar lembaga 
dan daerah; 

f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang kerjasama antar 
lembaga dan daerah; 

g. memimpin, mengarahkan dan memotifasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Kerjasama Antar Lembaga agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna clan 
berhasil-guna; 

h. membagi habis tugas sub bagian kerjasama antar 
lembaga kepada aparatur JFU sebagai bawahannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

l. mengumpulkan, menghimpun clan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

J. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
k. melaksanakan urusan rumah tangga dan tata usaha 

bagian; dan 
1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan. 



m. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pernerintah 
Daerah (LPPD); 

n. menyusun dan menyampaikan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintah Dae rah (ILPPD), 
menyiapkan bahan, materi dan koordinasi I nformasi 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (JLPPD) 
kepada masyarakat; 

o. menyusun bahan evaluasi dan penilaian lndikator 
Kinerja Kunci (IKK) penyelenggaraan pemerintahan 
daerah; 

p. membantu pelaksana koordinasi dan fasilitasi 
penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pernilu]: 

q. menyiapkan bahan evaluasi materi penyelenggaraan 
desk Pemilihan Umum (Pemilu); 

r. menyusun dan membantu administrasi pelaksana 
penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pernilu}; 

s. memimpin mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Otonomi dan Pengembangan Daerah agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
bcrhasil-guna; 

t. membagi habis tugas Sub Bagian Otonomi dan 
Pengembangan Daerah kepada aparatur JF'U scbagai 
bawahan agar setiap personil memaharni tugas dan 
tanggung jawab masing-masing; 

Dewan k. membantu fasilitasi koordinasi dengan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 

1. membantu menyiapkan bahan perumusan kebijakan 
penyelenggaraan kesekretariatan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (DPRD); 

d. mengumpulkan, menganalisa data untuk bahan 
pertimbangan Bupati untuk pembinaan adrninistrasi 
Perangkat Daerah; 

e , menyiapkan bahan koordinasi penycleriggaraan Rapat 
Koordinasi (Rakor) Bulanan tingkat Kabupaten; 

f. menyiapkan bahan dan materi, perumusan dan 
kebijakan, koordinasi dan evaluasi dibidang 
pen gem bangan / pemekaran daerah; 

g. menghimpun, menyusun, merigidcntifikasi dan 
mcneliti persyaratan adrninistrasi. tcknik dan 
kewilayahan untuk pembentukan, pcnghapusan, 
penggabungan, daerah atau kecamatan; 

h. menyiapkan bahan dan materi untuk penataan asset 
cal on daerah / otonomi / kecamatan baru; 

i. membantu menyiapkan bahan materi dan fasilitasi 
koordinasi untuk kunjungan kerja Pemerintah 
Daerah/anggota DPRD ke daerah lain; 

J. membantu menyiapkan bahan, materi dan koordinasi 
penyelenggaraan proses administrasi pemilihan, 
pengangkatan dan pemberhentian Bupati, Wakil 
Bupati dan anggota DPRD; 



h. memperoses usulan pengangkatan/pemberhentian 
para pejabat pengelola anggaran dan barang lingkup 
Dinas; 

dan koordinasi 
kelurahan dan 

fasilitasi 
merijadi 

administrasi 
status desa 

mcnyiapkan 
perubahan 
sebaliknya; 

g. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalam 
pembentukan, penggabungan dan/ atau penghapusan 
desa; 

f. 

Pasal 13 

(1) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pemerinlahan 
Desa/Kelurahan adalah menyiapkan bahan dan data, 
penyusunan, perumusan kebijakan, petunjuk teknis, 
pendataan, koordinasi, monitoring dan cvaluasi, 
fasilitasi/pembinaan administrasi Pemerintahan 
Desa/ Kelurahan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Pemerintahan Desa/Kelurahan adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan dan data penyusunan dan 

perumusan kebijakan dibidang sistern adrninistrasi 
pemerintahan desa/kelurahan; 

b. melakukan koordinasi, penyusunan dan 
menyampaikan laporan administrasi penyelenggaraan 
pemerintahan desa/ kelurahan; 

c. mengumpulkan bahan pendataan terhadap kepala 
desa dan perangkat desa yang tel ah 
bertugas I mengabdi; 

d. menyiapkan bahan pernbinaan dan petunjuk teknis 
terhadap tugas-tugas kepala desa/kepala kclurahan 
serta perangkat desa dan kelurahan; 

e. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dalarn 
pengolahan dan penghimpunan data nama, peta , serta 
pembantuan mengenai perubahan nama, pemindahan 
batas serta jumlah desa/kelurahan; 

Kepala Sub Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan 

u. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

v. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

w. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang Otonomi dan 
Pengembangan Daerah; dan 

x. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan adalah sebagai 
berikut : 

Paragraf 3 
Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial 

dan Kemasyarakatan 

Pasal 14 

( l ] Tugas pokok Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dan 
Kemasyarakatan adalah menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan umum pemerintah daerah, bidang so sial, 
pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, penyusunan 
rencana dan program kerja bidang sosial dan 
ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, pemuda dan 
olahraga, kesejahteraan keluarga, pcrlindungan 
perempuan dan anak, pelaksanaan dan pc laya rra n 
administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan 
sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan bidang sosial dan ketenagakerjaan, pendidikan, 
kesehatan, pemuda dan olahraga, kesejahteraan keluarga, 
perlindungan perempuan dan anak. 

cvaluasi 
dibidang 

p. membantu menyiapkan bahan monitoring, 
dan pelaporan pelaksanaan kegiatan 
pemerintahan desa/kelurahan; clan 

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d ibcrikari 
oleh atasan. 

k. mengevaluasi, memontoring pelaporan pelaksanaan 
kegiatan dibidang administrasi pemberdayaan 
masyarakat desa/ kel urahan; 

1. memimpin, mengarahkan dan mernotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (<)FU) dilingkungan Sub 
Bagian Pemerintahan Desa/Kelurahan agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

m. membagi habis tugas Sub Bagian Pemerintahan 
Desa/Kelurahan kepada aparatur ,JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

n. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

o. mengevaluasi hasil perlaksanaan tugas bawahan; 

membantu menyiapkan bahan 
pengembangan pemberdayaan 
desa/kelurahan; 

J. membantu menyiapkan bahan penyusunan, 
perumusan pembinaan/pemberdayaan dan koordinasi 
kebijakan dibidang pemberdayan masyarakat 
desa/ kelurahan; 

pem binaan dan 
masyarakal 

1. 



J. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas 
pelaksanaan tugas dari bawahan; 

L memberi usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang a kan di 
ambil dibidang sosial dan ketenagakerjaan, 
pendidikan, kesehatan, pemuda clan olahraga, 
kesejahteraan keluarga, perlindungan perernpuan dan 
anak; 

h. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyirn pangan dalam 
pclaksanaan tugas; 

. . masmg-masmg; 

g. membagi habis tugas kedinasan pada Bagian 
Kesejahteraan Sosial dan Kemasyarakatan dibidang 
teknis dan administrasi kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada dilingkungan Bagian Kesejahteraan 
Sosial dan Kemasyarakatan mempunya: da n 
mcmahami be ban tugas dan tanggung jawa bnya 

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan kegiatan dibidang sosial dan 
ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, pemuda dan 
olahraga, kesejahteraan keluarga, perlind ungan 
perempuan dan anak; 

e. menyiapkan bahan pengendalian dan petunjuk teknis 
dibidang sosial dan ketenagakerjaan, pendidikan, 
kesehatan, pemuda dan olahraga, kesejahteraan 
keluarga, perlindungan perempuan dan anak; 

d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan kegiatan bidang sosial dan ketenagakerjaan, 
pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, 
kesejahteraan keluarga, perlindungan perernpuan dari 
anak; 

c. menyusun bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi, pembinaan, fasilitasi, koordinasi sistem 
informasi bidang sosial dan ketenagakerjaan, 
pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, 
kesejahteraan keluarga, perlindungan perempuan dan 
anak; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
bidang sosial dan ketenagakerjaan, pendidikan, 
kesehatan, pemuda dan olahraga, kcsejahtcraan 
keluarga, perlindungan perempuan dan anak; 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan urnurn 
pemerintah daerah bidang sosial dan ketenagakcrjaan, 
pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga, bina 
kesejahteraan keluarga, perlindungan perempuan dan 
anak; 



Pasal 15 
(1) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Sosial dan 

Ketenagakerjaan adalah menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan umum pemerintah daerah bidang sosial dan 
ketenagakerjaan, rencana dan program kerja bidang 
sosial, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan 
dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial, 
pelaksanaan clan pelayanan administra.si, Ia sili tasi dan 
koordinasi, penyelenggaraan sistem inforrnasi serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang so sial dan 
ketenagakerj aan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kcpala Sub Bagian 
Sosial dan Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan kebijakan umum perncrintah 
daerah bidang sosial dan ketenagakerjaan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja biclang sosial dan ketenagakerjaan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pclayanan 
aclrninistrasi dibidang sosial clan keteriagakerjaan: 

d. menyiapkan bahan koorclinasi fasilitasi clibidang sosial 
dan ketenagakerjaan; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan sistem informasi 
administrasi clibidang sosial clan ketenagakerjaan; 

f. rnelaksanakan kegiatan koorclinasi penyiapan dan 
penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional 
seperti Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemcrdckaan 
Republik Indonesia, Hari Pahlawan dan Hari 
Kcsetiakawanan Sosial, Hari AIDS Sedunia, Hari 
Kebangkitan Nasional, dan Hari La nj ut Usia (La n s ia]; 

g. melaksanakan kegiatan pembinaan dalam upaya 
pengernbangan pelayanan sosial, pelestarian nilai-nilai 
kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta 
nilai-riilai kesetiakawanan sosial; 

h. melaksanakan kegiatan koordinasi dan pembinaan 
terhadap pekerja sosial profesiorial dan fungsi panti 
sosial dan swasta; 

I. menyusun petunjuk teknis bidang sosial, se le ksi 
administrasi, monitoring clan evaluasi bant.uan so si al; 

Kepala Sub Bagian Sosial 
dan Ketenagakerjaan 

k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di so sial, 
pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan kepada 
atasan, scbagai pertanggungjawaban kcrja dan 
sebagai bahan masukan untuk dijad ikan ba ha.n 
pertimbangan lebih lanjut; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Pendidikan, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga adalah 
se bagai beriku t : 
a. menyiapkan bahan kebijakan umum pemerintah 

daerah bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan 
olahraga; 

Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kesehatan, 
Pemuda dan Olahraga 

Pasal 16 

( 1) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pendidikan, Kcschatan , 
Pemuda dan Olahraga adalah menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang 
pendidikan, kebudayaan dan kesehatan, rencana clan 
program kerja bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan 
olahraga pelaksanaan dan pelayanan adrninistrasi , 
fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistern 
informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan olahraga. 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

q. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pclaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang sosial dan bericana 
alam; dan 

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

menyiapkan bahan pelaksanaan sistem infor ma si 
administrasi pengumpulan dan pengolahan data, 
monitoring dan evaluasi serta kelernbagaan 
ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

m. mernimpin, mengarahkan dan mcrnotivasi aparatur 
.Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Sosial dan Ketenagakerjaan agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna clan 
berhasil-guna; 

n. membagi habis tugas Sub Bagian Sosial dan 
Ketenagakerjaan kepada aparatur ,JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami t.ugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

1. 

J. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dibidang pengumpulan dan pengolahan 
data, monitoring dan evaluasi serta kelembagaan 
ketenagakerjaan dan transmigrasi; 

k. menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi adrninistrasi 
pengumpulan dan pengolahan data, monitoring dan 
evaluasi serta kelembagaan ketenagakerjaan da n 
transmigrasi; 



Pasal 17 

( 1) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Keluarga, 
Perlindungan Perempuan dan Anak adalah menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah 
bidang Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Perempuan 
dan Anak penyusunan rencana dan program pelak sanaan 
dan pelayanan administrasr, fasilitasi dan koordinasi, 
penyelenggaraan sistern informasi, pemantauan, cva lua si 
dan pelaporan bidang Kesejahteraan Kcluarga , 
Perlindungan Perempuan dan Anak. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( l), rincian tugas Kepala Sub Bagi an 
Kesejahteraan Keluarga, Perlindungan Perempuan dan 
Anak adalah sebagai berikut: 

Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Keluarga, 
Perlindungan Perempuan dan Anak 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja bidang pendidikan, kesehatan, pemuda dan 
olahraga; 

c. meriyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi bidang pendidikan, kebuclayaan 
pembinaan lembaga/ organisasi dibidang perididikan, 
kebersihan, kesehatan masyarakat, gizi dan sarana 
kesehatan masyarakat; 

d. menyiapkan bahan koordinasi fasilitasi adrninistrasi 
pendidikan, pembinaan lembaga/ organisasi dibidang 
pendidikan, kebersihan, kesehatan masyarakat, g1z1 
dan sarana kesehatan masyarakat; 

e. melaksanakan kegiatan koordinasi persiapan dan 
penyelenggaraan hari-hari besar nasional scperti 
peringatan Hari Pendidikan Nasional, Hari Aksara 
Nasional, serta Hari Anak Nasional; 

f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
.Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Pendidikan, Kesehatan, Pemuda clan Olahraga 
agar dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna 
clan berhasil-guna; 

g. membagi habis tugas Sub Bagian Pcndidikan, 
Kesehatan, Pemuda dan Olahraga kepada apar atur 
JFU sebagai bawahannya agar sctiap per soriil 
memahami tugas clan tanggung jawabnya masmg- 
masmg; 

h. mcngumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
J. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pclaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang pendidikan dan 
kesehatan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan 
oleh atasan. 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kcpala Bagian Bina 
Mental Spiritual adalah sebagai berikut : 

( 1) Tugas pokok Kepala Bagian Bina Mental Spiritual adalah 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum 
pemerintah daerah bidang bina mental spiritual yang 
me ncakup pembinaan lembaga keagamaan, urusan haji 
dan perayaan keagamaan serta dakwah, penyusunan 
rencana clan program kerja bidang bina mental spiritual, 
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, Iasilitasi dan 
koordinasi, penyelenggaraan sistem inforrnasi serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bina mental 
spiritual. 

Pasal 18 

Paragraf 4 
Bagian Bina Mental Spiritual 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum 
pemerintah daerah bidang kesejahteraan keluarga, 
perlindungan perempuan dan anak; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
bidang kesejahteraan keluarga, perlindungan 
perempuan dan anak; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pclayanan 
administrasi bidang kesejahteraan keluarga, 
perlindungan perempuan dan anak; 

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, 
fasilitasi dan koordinasi sistem informasi dibidang 
kesejahteraan keluarga, perlindungan perempuan dan 
anak; 

e. memimpin, mengarahkan dan mcmotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian kesejahteraan keluarga, perlindungan 
perempuan dan anak, agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna clan berhasil-guna; 

f. membagi habis tugas Sub Bagian kesejahteraan 
keluarga, perlindungan perempuan dan anak kepada 
aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masmg- 
masmg; 

g. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

h. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
1. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang keseja htcraan 
keluarga, perlindungan perempuan dan anak; dan 

J. melaksanakan tu gas kedinasan lainnya yang di berikan 
oleh atasan. 



Kepala Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan 
Pasal 19 

(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Bina Lembaga 
Keagamaan adalah menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan umum pemerintah daerah bidang bina lembaga 
keagamaan, penyusunan rencana dan program 
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan 
koordinasi, penyelenggaraan sis tern informasi, 
pemantauan, evaluasi clan pelaporan bidang bina lembaga 
keagamaan. 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum 
pemerintah daerah pada Bidang Bina Mental Spiritual 
yang mencakup pembinaan lembaga keagamaan, 
urusan haji dan perayaan keagamaan serta dakwah; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
Bagian Bina Mental Spiritual yang mencakup 
pembinaan lembaga keagamaan, urusan haji dan 
perayaan keagamaan serta pembinaan dakwah; 

c. menyusun bahan pelaksanaan dan pelayanan 
adrninistrasi, pembinaan, fasilitasi, koordinasi sistem 
informasi Bagian Bina Mental Spiritual yang 
mencakup pembinaan lembaga keagamaan, urusan 
haji dan perayaan keagamaan serta pembinaan 
dakwah; 

d. menyusun bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Bagian Bina Mental Spiritual yang mencakup 
pembinaan lembaga keagamaan, urusan haji dan 
perayaan keagamaan serta pembinaan dakwah; 

e. menyiapkan bahan pengendalian dan petunjuk teknis 
pada Bagian Bina Mental Spiritual yang mencakup 
pembinaan lembaga keagamaan, urusan haji dan 
perayaan keagamaan serta pembinaan dakwah; 

f. membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Bina 
Mental Spiritual dibidang teknis dan administrasi 
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
mempunyai dan memahami beban tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

g. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

h. memberi usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan di 
ambil pada Bagian Bina Mental Spiritual; 

1. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas 
pelaksanaan tugas dari bawahan; 

J. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
bina lembaga keagamaan, urusan haji dan perayaan 
keagamaan serta dakwah kepada atasan, sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan 
masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih 
lanjut; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



Kepala Sub Bagian Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan 
Pasal20 

(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Urusan Haji dan 
Perayaan Keagamaan adalah menyiapkan bahan 
perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang 
urusan haji dan perayaan keagamaan, penyusunan 
rencana dan program pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan 
sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
bidang urusan haji dan perayaan keagamaan. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Bina Lembaga Keagamaan adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum 

pemerintah daerah pada Sub Bagian Bina Lembaga 
Keagamaan; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja pada Sub Bagian Bina Lembaga Keagamaan; 

c. menyusun bahan pelaksanaan dan pelayarian 
administrasi, pembinaan, fasilitas, koordinasi dan 
informasi Bidang Pembinaan Qori'-qori'ah (Peserta) 
Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Provinsi 
dan ke Tingkat Nasional; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan bantuan rumah 
ibadah dan TPQ, menghimpun dan menyiapkan MOU 
serta penyusunan SPJ rnasing-masing Rumah Ibadah 
& TPQ se-Kabupaten; 

e. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
Musabaqoh Tilawatil Qur'an, LfYl'Q serta pembinaan 
Qori-qoriah serta pengiriman kafilah ke tingkat 
provinsi dan tingkat nasional; 

f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Bina Lembaga Keagamaan agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

g. membagi habis tugas Sub Bagian Bina Lembaga 
Keagamaan kepada aparatur JFU sebagai bawahannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-rnasing; 

h. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

L mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
J. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang bina lembaga 
keagamaan; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



e. malakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
penyelenggaraan urusan haji dan umrah serta 
memberikan advis kepada Bupati tentang pengajuan 
usulan nama-nama calon TPHD, TPIHD dan TKHD; 

f. melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
penyelenggaraan zakat dan wakaf; 

g. melakukan koordinasi persiapan dan penyelenggaraan 
peringatan hari-hari besar islam seperti lsra' Mi'raj, 
Tahun Baru Islam, Idul Fitr'i, Idul Adha, Safari 
Ramadhan serta kegiatan keagamaan lainnya; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

i. membagi habis tugas Sub Bagian Urusan Haji dan 
Perayaan Keagamaan kepada aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

J. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai rnasukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
1. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang urusan haji dan 
perayaan keagamaan; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

um um 
Haji an 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan 
pemerintah daerah pada Sub Bagian Urusan 
PerayaanKeagarnaan; 

b. bahan penyusunan rencana dan program pada Sub 
Bagian Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi pada Sub Bagian Urusan Haji dan 
Perayaan Keagamaan; 

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, 
fasilitasi dan koordinasi sistem informasi administasi 
dibidang Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Urusan Haji dan Perayaan Keagamaan adalah sebagai 
berikut: 



1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan 
oleh atasan. 

k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi clan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang dakwah; dan 

J. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

1. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

h. membagi habis tugas Sub Bagian Dakwah kcpada 
aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap pcrsonil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masmg- 
masmg; 

g. memimpin, mengarahkan clan memotivasi Aparatur 
.Jabatan Fungsional Umum (~JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Dakwah agar dapat melaksanaka n t.ugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

I, menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
penyclenggaraan Penerangan Masyar'akat Islam 
(Pcnamas); 

e. menyiapkan koordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang 
penyelenggaraan pembinaan Remaja Islam Ma sjid , 
para Imam dan Khotib, Keluarga Sakinah dan 
Pengurus Ta'mir Masjid; 

d. menyiapkan bahan pembinaan, pengendalian, 
fasilitasi dan koordinasi sistem informasi dibidang 
urusan dakwah; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi bi dang urusan dakwah; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
bidang urusan dakwah: 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum 
pemerintah daerah bidang urusan dakwah; 

Kepala Sub Bagian Dakwah 

Pasal21 
(1) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Dakwah adalah 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum 
pemerintah daerah bidang urusan dakwah. penyusunan 
rencana dan program pelaksanaan dan pclayarian 
administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan 
sistcm informasi, pemantauan, evaluasi clan pcla pora n 
bi dang urusan dakwah. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Dakwah adalah sebagai berikut: 



k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh a t.a s a n , 

J. memberikan usulan dan pertimbangan kcpada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan 
diambil dibidang perekonornian , pernbangunan dan 
perlengkapan;dan 

kcpada 
untuk 
dalarn 

memberikan pengarahan dan bimbingan 
bawahan ten tang pelaksanaan tu gas, 
mcnghindari terjadinya penyimpangan 
pelaksanaan tugas; 

I. 

h. melaksanakan tugas pemerintah dan pelayanan 
administratif kepada Perangkat Daerah dan lnstansi 
Vertikal di daerah sesuai dengan bidangnya; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan sistem informasi 
bidang perekonomian, pembangunan dan 
perlengkapan; 

g. memantau, evaluasi dan pelaporan bidang 
perekonomian, pembangunan dan perlengkapan; 

c. mengoordinasikan penyusunan ba han perumusan 
kebijakan pemerintahan daerah bidang perekonomian, 
pembangunan dan perlengkapan; 

d. menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang 
perekonomian, pembangunan dan perlengkapan; 

e. memfasilitasi dan mengoordinasi pcnyelenggaraan 
tugas bidang perekonomian, pembangunan dan 
perlengkapan; 

b. mcnyusun perencanaan strategis bidang 
perekonomian, pembangunan dan perlengkapan; 

a. merumuskan bahan kebijakan umum perncrintahan 
daerah bidang perekonomian, pembangunan dan 
perlengkapan; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Asisten Bidang 
Ekonomi dan Pembangunan adalah sebagai berikut : 

( 1) Tugas pokok Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
adalah merumuskan bahan kebijakan umum 
pemerintahan daerah dan perencanaan strategis bidang 
perekonomian, pembangunan dan perlengkapan, 
pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi, 
pelayanan administrasi, . fasilitasi dan koordinasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bi dang 
perekonomian, pembangunan dan perlengkapan. 

Pasal22 

Bagian Ketiga 

Asisten Bidang Ekonomi 
dan Pembangunan 



k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
olch a ta sa n, untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

h. memberi usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang aka n di 
ambil dibidang perekonomian; 

1. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas 
pelaksanaan tugas dari bawahan; 

J. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
perekonomian kepada atasan, sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan 
masukan urituk dijadikan bahan pertimbangan lebih 
lanjut; dan 

g. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalarn 
pelaksanaan tugas; 

. . 
masmg-rnasmg; 

e. menyiapkan bahan pengendalian dan petunjuk tckrris 
dibidang perekonomian; 

f. membagi habis tugas kedinasan pada Bagian 
Perekonomian dibidang teknis dan administrasi 
kepada bawahan, agar setiap aparatur yang ada 
dilingkungan Bagian Perekonomian mempunyai dan 
memahami be ban tugas dan tanggung jawa bnya 

clan pelayanan 
koordinasi sistem 

menyusun bahan pelaksanaan 
administrasi, pembinaan, fasilitasi, 
inforrnasi bidang perekonomian; 

d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
bidang perekonomian; 

c. 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum 
pemerintah daerah bidang perekonomian; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
bidang perekonomian; 

(2) Untuk mcnyelenggarakan tugas pokok scbagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Perekonomian adalah sebagai berikut : 

( 1) Tugas pokok Kepala Bagian Perekonomian adalah 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan um um 
pemerintah daerah bidang perekonomian, penyusunan 
rencana dan program kerja bidang perekonornian, 
pembinaan, koordinasi dan petunjuk teknis serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 
perekonomian. 

Pasal 23 

Paragraf 1 
Kepala Bagian Perekonomian 



c. menyiapkan bahan pembinaan untuk pengembangan 
usaha perekonornian yang mencakup pengembangan 
perindustrian, perdagangan, lingkungan hidup, 
koperasi, Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM) dan 
Badan Usaha Milik Daerah serta perhubungan 
telekornunikasi; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas/instansi 
terkait untuk pengembangan usaha perekonomian 
daerah yang mencakup pengembangan perindustrian, 
perdagangan, lingkungan hidup, koperasi, Usaha 
Menengah Kecil Mikro (UMKM) dan Badan Usaha 
Milik Daerah serta perhubungan telekomunikasi; 

e. menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk 
pengem bangan usaha perekonomian daerah yang 
mencakup pengembangan perindustrian, 
perdagangan, lingkungan hidup, koperasi, Usaha 
Menengah Kecil Mikro (UMKM) dan Badan U saha 
Milik Daerah serta perhubungan telekomunikasi; 

f. menyiapkan bahan-bahan untuk monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 
usaha perekonomian dibidang pengembangan usaha 
daerah yang mencakup pengembangan perindustrian, 
perdagangan, lingkungan hidup, koperasi, Usaha 
Menengah Kecil Mikro (UMKM) dan Sadan Usaha 
Milik Daerah serta perhubungan telekomunikasi; 

g. melaksanakan registrasi mengenai masalah 
masyarakat miskin se-Kabupaten guna penetapan dan 
pendistribusian subsidi beras (Rastra) untuk 
pengentasan kemiskinan di sektor pangan; 

kebijakan umum pemerintah 
Bagian Pengembangan Usaha 

a. menyiapkan bahan 
daerah pada Sub 
Perekonomian; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja pada Sub Bagian Pengembangan Usaha 
Perekonomian; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Pen gem bangan U saha Perekonomian adalah se bagai 
berikut: 

(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha 
Perekonornian adalah rnenyiapkan bahan perurnusan 
kebijakan umum pemerintah daerah pada Sub Bagian 
Pengembangan Usaha Perekonomian, rencana dan 
program kerja Bidang pengembangan usaha 
perekonomian, pembinaan, koordinasi dan petunjuk 
teknis serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada 
Sub Bagian Pengembangan Usaha Perekonomian. 

Pasal24 

Kepala Sub Bagian Pengembangan Usaha Perekonomian 



d. menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas/instansi 
terkait untuk pembinaan dan pen gem bangan 
produksi daerah yang mencakup pcngcrnbangan dan 
peningkatan produksi pertanian, ketaharian pangari, 
perkebunan, peternakan, pertambangan, cncrgi, 
kelistrikan, kelautan, perikanan, kehutanan dan 
sumber daya air; 

c. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan 
produksi daerah yang mencakup pengembangan dan 
peningkatan produksi pertanian, ketahanan pangan, 
perkebunan, peternakan, pertambangan, encrgi, 
kelistrikan, kelautan, perikanan, kehutanan dan 
sumber daya air; 

a. menyiapkan bahan kebijakan umum pemcrintah 
daerah bidang bina produksi dacrah; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja bidang bina produksi daerah; 

(2) Untuk mcnyelenggarakan tugas pokok scbagaimana 
dirnaksud pada ayat ( 1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Bina Produksi Daerah adalah sebagai berikut : 

(1) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Bina Produksi Dacrah 
adalah mcnyiapkan bahan perumusan kebijakan umum 
pemcrintah daerah bidang bina produksi daerah , rcncana 
dan program kerja bidang bina produksi dacrah , 
pembinaan, koordinasi dan petunjuk teknis serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang bin a 
produksi daerah. 

Pasal 25 

Kepala Sub Bagian Bina Produksi Daerah 

h. mernimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Pengembangan Usaha Perekonomian agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

1. membagi habis tugas Sub Bagian Pengembangan 
Usaha Perekonomian kepada aparatur JFU scbagai 
bawahannya agar setiap personil rnerna harni lugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

J. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
l. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan usaha 
perekonomian; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan 
oleh atasan. 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Pengembangan Potensi Daerah, adalah sebagai berikut: 

( l) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pengembangan Potcn si 
Daerah adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan 
umum pemerintah daerah bidang pengembangan clan 
promosi potensi daerah, rencana dan program kcrja 
bidang pengembangan dan promosi potensi dacrah , 
pernbinaan, koordinasi dan petunjuk tck nis sorta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bi dang 
pengembangan dan promosi potensi daerah. 

Pasal26 

Kepala Sub Bagian Pengembangan 
Potensi Daerah 

e. menyiapkan bahan petunjuk teknis untuk pembinaan 
dan pengembangan produksi daerah yang rnencakup 
pengembangan dan peningkatan produksi pcrtanian, 
ketahanan pangan, perkebunan, pctcrnakan , 
pcrtambangan, cnergi, kelistrikan, kcla utan , 
perikanan, kehutanan dan sumber daya air; 

f. menyiapkan bahan-bahan untuk monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan 
produksi daerah yang mencakup pengembangan dan 
peningkatan produksi pertanian, ketahanan pangan, 
perkebunan, peternakan, pertambangan, energi, 
kelistrikan, kelautan, perikanan, kehutanan dan 
sumber daya air; 

g. melaksanakan evaluasi dan monitoring penyaluran 
barang, harga dan kondisi sembako dipasaran untuk 
menumbuhkembangkan perekonomian rakyat dengan 
menekan adanya gejolak kenaikan harga; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Bina Produksi Daerah agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil 
gun a; 

1. membagi habis tugas Sub Bagian Bina Produksi 
Daerah kepada aparatur JFU sebagai bawahannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
1. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pcla poran 

pelaksanaan kegiatan dibidang bina produksi daerah: 
dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



( 1} Tugas pokok Kepala Bagian Pembangunan adalah 
mcngkaji, merumuskan, menata dan menyempurnakan 
administrasi pembangunan daerah, meliputi perencanaan 

Paragraf 2 

Kepala Bagian Pembangunan 
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a. menyiapkan bahan kebijakan umum pemcrintah 
daerah bidang pengembangan potensi daerah; 

b. mcnyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja bidang pengembangan potensi daerah ; 

c. menyiapkan bahan pembinaan untuk pengembangan 
dan promosi potensi daerah; 

d. menyiapkan bahan koordinasi dengan dinas/inslansi 
tcrkait untuk pengembangan dan promosi potcnsi 
daerah; 

e. mcnyiapkan bahan petunjuk teknis untuk 
pengembangan dan promosi potensi daerah; 

f. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan 
pengembangan investasi dan promosi dibidang 
perindustrian, perdagangan, kebudayaan dan 
pariwisata, kemitraan dan perizinan; 

g. menyiapkan bahan koordinasi, pernbinaan dan 
pengembangan potensi daerah dengan dinas instansi 
terkait guna menumbuhkembangkan dunia usaha, 
serta pelaksanaan sosialisasi mengenai potensi daerah 
guna menarik investor untuk menanamkan modalnya 
di daerah; 

h. rnelaksariakan inventarisasi data dan informasi, 
evaluasi dan monitoring berbagai potensi dacrah 
untuk perencanaan program peningkatan potensi 
daerah; 

i. memimpin, mengarahkan dan mernotivasi apar atur 
Jabatan Fungsional Umum (JF'U) dilingkungan Sub 
Bagian Pengembangan Potensi Daerah agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

J. membagi habis tugas Sub Bagian Pengembangan 
Potensi Daerah kepada aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas 
dan tanggung jawabnya masing-masing; 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang pengembangan potensi 
daerah; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang d ibcri ka n 
oleh atasan. 



g. menginventarisasi dan mengkaji hasil pemantauan, 
pengendalian, pelaporan dan evaluasi program- 
program pembangunan yang bersumber dari dana 
APBN; 

h. menyusun laporan bulanan, triwulanan, semester dan 
prognosis semester pelaksanaan program dan kcgiatan 
APBD; 

i. membina dan memfasilitasi kepada Sat.uan 
Kerja/ SKPD terkait administrasi pembangunan 
daerah; 

J. melaksanakan koordinasi penataan administrasi 
pembangunan daerah termasuk perubahan/revisi 
APBD satuan kerja terkait; 

k. mem bagi ha bis tugas kedinasan pad a Bagian 
Pembangunan dan Sumber Daya Alam dibidang teknis 
dan administrasi kepada bawahan, agar setiap 
aparatur yang ada dilingkungan Bagian Pembangunan 
mempunyai dan memahami beban tugas dan 
tanggung jawabnya masing-rnasing; 

1. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan cl a lam 
pelaksanaan tugas; 

kcgiatan 
cvalua si 

mcnyusun clan mcngkaji bahari pclaksanaan 
pernantauan, pengendalian, pelaporan clan 
program-program pembangunan; 

f. melaksanakan pemantauan, pengendalian, pclaporan 
clan evaluasi program-program pembangunan dacrah 
yang bersumber dari dana APBD; 

c. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Bagian 
Pembangunan adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan bahan kajian dan rumusan bahan 
kebijakan umum rencana administrasi pembangunan 
dacrah dibidang ekonomi, sosial budaya , d an Iisik 
prasarana dilingkungan Sekrctariat Dacrah: 

b. merumuskan prioritas program dan kegiatan 
pembangurian daerah dilingkungan Setdakab; 

c. mengkaji dan verifikasi bahan rancangan rencana 
kerja dan anggaran pembangunan SKPD sctiap Tahun 
dilingkungan Sekretariat Daerah berda sar kan 
Rencana Strategis yang telah ditetapkan; 

d. mengkaji penataan bahan dokumen anggaran 
pembangunan setiap tahun, secara teknis dan 
administra si sesuai Peraturan Perundangan; 

administrasi kebijakan umum pembangunan, prioritas 
program dan kegiatan, penataan, pemantauan, pelaporan, 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program-program 
pembangunan serta memberikan fasilitasi dan pembinaan 
terkait administrasi pembangunan daerah. 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( l ), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Program adalah sebagai berikut : 

a. mengkaji dan merumuskan bahan kebijakan umum 
administra.si pembangunan daerah; 

b. mengkaji, merumuskan prioritas program dan 
kegiatan pembangunan daerah; 

c. mengkaji dan memverifikasi bahan rancangan rcncana 
kerja dan anggaran pembangunan daerah sctiap 
Tahun baik secara teknis dan adrninistrasi scsuai 
peraturan perundangan; 

d. menyusun bahan pembinaan program-program 
pembangunan; 

e. melakukan pembinaan dan memfasilitasi Saluan 
Kerja/ SKPD dalam peningkatan kinerja adrninistrasi 
pembangunan daerah dibidang perencanaan 
administrasi kebijakan umum pembangunan, prioritas 
program dan kegiatan; 

f. memfasilitasi SKPD sebagai pengguna Sistern 
Elektronik untuk menayangkan Rencana Pengadaan 
dan pelayanan e-procurernent (LPSE); 

g. menyusun dan menyempurnakan mekanismc dan 
prosedur terkait administrasi pembangunan dibidang 
perencanaan administrasi kebijakan urn um 
pembangunan, prioritas program dan kcgiatan; 

(1) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Program adalan 
melakukan koordinasi penyusunan program kcrja, 
pelaksanaan kegitan administrasi pembangunan dibidang 
perencanaan administrasi kebijakari urn um 
pembangunan, prioritas program dan kegiatan, ser ta 
memberikan fasilitasi dan pembinaan terkait adrninistra si 
pembangunan dibidang perencanaan administrasi 
kebijakan umum pembangunan, prioritas program dan 
kegiatan. 

Kepala Sub Bagian Program 

Pasal28 

m. memberi usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-Iangkah dan kebijakan yang akan di 
ambil dibidang pembangunan; 

n. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas 
pelaksanaan tugas dari bawahan; 

o. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
pembangunan kepada atasan, scbagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan 
masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih 
lanjut; dan 

p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan 
oleh atasan. 



c. menginventarisir dan mengkaji ha sil pemantauan dan 
pengendalian program-program pcmbangunan dacrah 
yang bersumber dari dana APBN; 

d. mengkaji dan menyempurnakan bahan pembinaan 
dan petunjuk pelaksanaan teknis program-program 
pembangunan daerah; 

b. menyusun dan mengkaji bahan pc rsrapan scrta 
melaksanakan kegiatan pemantauan dan 
pengendalian program-program pembangunan daerah 
yang bersumber dana APBD; 

a. mengkaji dan menata bahan dokumen anggaran dan 
pelaksanaan program/kegiatan setiap Tahun; 

Kepala Sub Bagian Pengendalian 
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( 1) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Pengendalian adalah 
melaksanakan penataan, pemantauan, pengendalian dan 
evaluasi pelaksanaan program-program dan kegiatan 
pembangunan daerah dan sumber daya alam sorta 
memberikan fasilitasi dan pembinaan terkait adrninistrasi 
pembangunan dibidang penataan, pemarita uan , 
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program-program 
dan kegiatan pembangunan daerah. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1), rincian tugas Kepala Sub Bagi an 
Pengendalian adalah sebagai berikut: 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang program; dan 

I. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan 
sebagai penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program kerja selanjutnya; 

1. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Program agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna clan berhasil-guna; 

J. membagi habis tugas Sub Bagian Program kcpada 
aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya ma smg- 
masing; 

h. melaksanakan koordinasi penataan administrasi 
pembangunan dibidang perencanaan adrnin ist.ra.si 
kebijakan umum pembangunan, prioritas program 
dan kegiatan dengan unit kerja terkait; 



Pasal 30 

(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 
adalah mengumpulkan, mengolah, menyusun, dan 
merekapitulasi, data laporan dan hasil pemantauan atas 
pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah 
serta membangun sistem informasi administrasi 
pembangunan daerah. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Evaluasi dan Pelaporan adalah sebagai berikut : 

a. mengoordinir inventarisasi, pengolahan data dan 
penyusunan laporan bulanan / triwulan / tahunan 
pelaksanaan program-program pembangunan; 

b. menyusun bahan koordinasi penyusunan laporan 
tahunan pelaksanakan program-program 
pembangunan; 

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan 

e. melakukan pembinaan dan memfasilitasi Satuan 
Kerja/ SKPD dalam peningkatan kinerja administrasi 
pembangunan daerah dibidang penataan, pemantauan 
dan pengendalian pelaksanaan program-program dan 
kegiatan pembangunan daerah; 

f. menyusun dan menyempurnakan mekanisme dan 
prosedur terkait administrasi pembangunan daerah 
dibidang penataan, pemantauan dan pengendalian 
pelaksanaan program-program dan kegiatan 
pembangunan daerah; 

g. melaksanakan koordinasi penataan administrasi 
pembangunan daerah dibidang penataan, pemantauan 
dan pengendalian pelaksanaan program-program dan 
kegiatan pembangunan daerah dengan unit kerja 
terkait; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Pengendalian agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

i. membagi habis tugas Sub Bagian Pengendalian 
kepada aparatur JFU sebagai bawahannya agar setiap 
personil memahami tugas dan tanggung jawabnya 
masing-rnasing; 

J. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program kerja selanjutnya; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan 
sebagai penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

1. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Pengendalian; 
dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

q. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang evaluasi dan 
pelaporan; dan 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan 
sebagai penyempurnaan hasil kerja lebih lanjut; 

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program kerja selanjutnya; 

m . memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparutur 
.Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Evaluasi dan Pelaporan agar dapat 
mclaksanakan tugas secara berdaya-guna da n 
berhasil-guna; 

n. membagi habis tugas Sub Bagiari Evalu asi dan 
Pelaporan kepada aparatur JFU sebagai bawahannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-masing; 

1. melaksanakan koordinasi informasi adminislrasi 
pembangunan daerah dengan unit kerja terkait.; 

k. memberikan pelayanan dan informasi pembangunan 
daerah; 

J. mengumpulkan, mengkaji, menganalisa dan 
menyusun data-data program pembangunan; 

h. mengoordinir publikasi dan penyarnpaian informasi 
pelaksanaan program-program pembangunan, ha sil 
monitoring dan pengendalian serta hasil cvaluasi 
pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya dun fisik 
prasarana, kepada stake holder terkait; 

i. melaksanakan pengelolaan sistern in lorma si 
manajemen administrasi pembangunan daera h; 

g. melaksanakan koordinasi penataan adrninistrasi 
pcmbangunan daerah dibidang evaluasi clan pclaporan 
pelaksanaan program-program dan kcgiatan 
pembangunan daerah dengan unit kerja terkait; 

I. menyampaikan laporan triwulan realisasi fisik da n 
kcuangan ke DPRD dan Pemerintah Kabupaten; 

c. mengumpulkan, mengolah, menganalisa data Rencana 
Operasional Kegiatan (ROK); 

d. merekapitulasi dan mengolah laporan realisasi fisik 
dan keuangan pelaksanaan program-program clan 
kegiatan pembangunan; 

e. membuat laporan realisasi fisik dan keuangan 
khususnya belanja langsung ke dalam format kincrja; 



(1) Tugas pokok Kepala Bagian Perlengkapan adalah 
menyiapkan bahan penyusunan program dan rencana 
kerja dibidang penataan dan pengelolaan admnistrasi 
perlengkapan Sekretariat Daerah, pelaksanaan kegiatan 
perencanaan kebutuhan clan penganggaran, pengadaan, 
penenmaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, 
pengeluaran, inventarisasi dan penghapusan 
perlengkapan dan perbekalan dilingkungan Sekretariat 
Daerah serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 
penataan dan pengelolaan administrasi perlengkapan dan 
kendaraan dinas lingkup Pimpinan Daerah (Bupati dan 
Wakil Bupati), Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah, 
perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), Gedung PKK, 
Wisma Kartini, Kantin Perubahan, Kantin Setdakab, 
Lapangan KORPRI, Gedung Sekretariat KNPI, Gedung 
Sekretariat Bersama GOW, GN-OTA, UKS dan KPA, 
Kawasan Masjid Agung Kalianda dan tanah pemerintah 
daerah yang belum diperuntukan penggunaannya/ diluar 
yang dikelola oleh Satuan Kerja. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pad a ayat ( 1), rincian tu gas Kepala Bagian 
Perlengkapan adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
bidang penataan dan pengelolaan adrnini strasi 
perlengkapan dan kendaraan dinas lingkup Pimpinan 
Daerah (Bu pati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daer ah 
dan Sekretariat Daerah, perlengkapan Gcdung Scrba 
Guna (GSG), Gedung PKK, Wisma Kartini, Kan tin 
Perubahan, Kan tin Setdakab, Lapangan KORPRI, 
Gedung Sekretariat KNPI, Gedung Sekretariat Bcrsarna 
GOW, GN-OTA, UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung 
Kalianda dan tanah pemerintah daerah yang bclurn 
diperuntukan penggunaannya/ diluar yang dikclola 
oleh Satuan Kerja; 

b. menyiapkan bahan analisa dan penyusunan 
kebutuhan perlengkapan dan kendaraan dinas 
lingkup Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), 
Sekretaris Daerah dan Sekretariat Dacrah, 
perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), Gedung 
PKK, Wisrna Kartini, Kantin Perubahan, Kantin 
Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung Sckretariat 
KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, GN-OTA, 
UKS clan KPA, Kawa.sari Masjid Agung Kalia nda dan 
tanah pemerintah daerah yang belum diperuntukan 
penggunaannya/ diluar yang dikelola oleh Satuan 
Kerja; 

c. menyiapkan bahan pembinaan, petunjuk teknis, 
pengendalian, evaluasi clan penganggaran kebutuhan 
perlengkapan dan kendaraan dinas lingkup Pimpinan 

Pasal 31 

Paragraf 3 
Kepala Bagian Perlengkapan 



Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah 
clan Sekretariat Daerah, perlengkapan Gedung Serba 
Guna (GSG), Geclung PKK, Wisma Kartini, Kantin 
Perubahan, Kantin Setdakab, Lapangan KORPRI, 
Gedung Sekretariat KNPI, Gedung Sekretariat Bersama 
GOW, GN-OTA, UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung 
Kalianda dan tanah pemerintah claerah yang belum 
cliperuntukan penggunaannya/ diluar yang dikelola 
oleh Satuan Kerja; 

d. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pengadaan 
perlengkapan dan kendaraan dinas lingkup Pimpinan 
Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah 
dan Sekretariat Daerah, perlengkapan Gedung Serba 
Guna (GSG), Gedung PKK, Wisma Kartini, Kantin 
Perubahan, Kantin Setdakab, Lapangan KORPRI, 
Gedung Sekretariat KNPI, Gedung Sekretariat Bersama 
GOW, GN-OTA, UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung 
Kalianda dan tanah pemerintah daerah yang belum 
diperuntukan penggunaannya/ diluar yang dikelola 
oleh Satuan Kerja; 

e. menyiapkan bahan materi dan proses pelelangan 
untuk pengadaan perlengkapan dan kendaraan dinas 
lingkup Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), 
Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah, 
perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), Gedung 
PKK, Wisma Kartini, Kantin Perubahan, Kantin 
Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung Sekretariat 
KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, GN-OTA, 
UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung Kalianda dan 
tanah pemerintah daerah yang belum diperuntukan 
penggunaannya/ diluar yang dike lo la oleh Satuan 
Kerja; 

f. melaksanakan tugas administrasi penerimaan, 
penyimpanan dan distribusi perlengkapan dan 
kendaraan dinas lingkup Pimpinan Daerah (Bupati 
clan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah dan Sekretariat 
Daerah, perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), 
Gedung PKK, Wisma Kartini, Kantin Perubahan, 
Kantin Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung 
Sekretariat KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, 
GN-OTA, UKS clan KPA, Kawasan Masjid Agung 
Kalianda dan tanah pemerintah daerah yang belum 
diperuntukan penggunaannya/ diluar yang dikelola 
oleh Satuan Kerja; 

g. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan tertib 
administrasi pemanfaatan dan pengamanan 
perlengkapan dan kendaraan dinas lingkup Pimpinan 
Daerah (Bupati clan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah 
dan Sekretariat Daerah, perlengkapan Gedung Serba 
Guna (GSG), Gedung PKK, Wisma Kartini, Kantin 
Perubahan, Kantin Setdakab, Lapangan KORPRI, 
Geclung Sekretariat KNPI, Geclung Sekretariat 
Bersama GOW, GN-OTA, UKS dan KPA, Kawasan 
Masjid Agung Kalianda dan tanah pemerintah daerah 
yang belum diperuntukan penggunaannya/ diluar yang 
dikelola oleh Satuan Kerja; 



m. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas 
pelaksanaan tugas dari bawahan; 

n. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pada Bagian 
Perlengkapan kepada atasan, sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan 
masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih 
lanjut; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

h. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan tertib 
administrasi pemeliharaan dan penghapusan 
perlengkapan dan kendaraan dinas lingkup Pimpinan 
Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah 
dan Sekretariat Daerah, perlengkapan Gedung Serba 
Guna (GSG), Gedung PKK, Wisma Kartini, Kantin 
Perubahan, Kantin Setdakab, Lapangan KORPRI, 
Gedung Sekretariat KNPI, Gedung Sekretariat 
Bersama GOW, GN-OTA, UKS dan KPA, Kawasan 
Masjid Agung Kalianda dan tanah pemerintah daerah 
yang belum diperuntukan penggunaannya/diluar yang 
dikelola oleh Satuan Kerja; 

i. menyusun, menyiapkan dan melaksanakan tertib 
administrasi pemindahtanganan, pembinaan, 
pengendalian dan pengawasan pemakaian 
perlengkapan dan kendaraan dinas lingkup Pimpinan 
Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah 
dan Sekretariat Daerah, perlengkapan Gedung Serba 
Guna (GSG), Gedung PKK, Wisma Kartini, Kantin 
Perubahan, Kantin Setdakab, Lapangan KORPRI, 
Gedung Sekretariat KNPI, Gedung Sekretariat 
Bersama GOW, GN-OTA, UKS dan KPA, Kawasan 
Masjid Agung Kalianda dan tanah pemerintah daerah 
yang belum diperuntukan penggunaannya/ diluar yang 
dikelola oleh Satuan Kerja; 

J. membagi ha bis tugas kedinasan pada Bagian 
Perlengkapan dibidang teknis dan administrasi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada dilingkungan 
Bagian Perlengkapan mempunyai dan memahami 
be ban tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

k. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

1. memberi usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan 
diambil pada Bagian Perlengkapan; 



Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan Barang 
Pasal32 

(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan 
Barang adalah melaksanakan sebagian tugas Bagian 
Perlengkapan dibidang Sub Bagian Analisa Kebutuhan 
Pengadaan Barang dan Kendaraan Dinas Pimpinan 
Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah dan 
Sekretariat Daerah, perlengkapan Gedung Serba Guna 
(GSG), Gedung PKK, Wisma Kartini, Kantin Perubahan, 
Kantin Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung Sekretariat 
KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, GN-OTA, UKS 
dan KPA, Kawasan Masjid Agung Kalianda dan tanah 
pemerintah daerah yang belum diperuntukan 
penggunaannya/ diluar yang dikelola oleh Satuan Kerja, 
serta penyusunan standar harga barang lingkup 
Sekretariat Daerah. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Analisa Kebutuhan Barang adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lainnya di 

Bagian Perlengkapan untuk penyusunan program 
kerja Sub Bagian Analisa Kebutuhan Barang untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi perrnasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan Bidang tugas Sub Bagian 
Analisa Kebutuhan Barang dan menyusun bahan 
untuk pemecahan masalah; 

c. mengoordinasikan pengkajian dan analisa kebutuhan 
barang dan kendaraan dinas Pimpinan Daerah (Bupati 
dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah dan Sekretariat 
Daerah, perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), 
Gedung PKK, Wisma Kartini, Kantin Perubahan, 
Kantin Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung 
Sekretariat KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, 
GN-OTA, UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung 
Kalianda dan tanah pemerintah daerah yang belum 
diperuntukan penggunaannya/ diluar yang dikelola 
oleh Satuan Kerja; 

d. mengoordinasikan rencana pengadaan barang dan 
kendaraan dinas Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil 
Bupati), Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah, 
perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), Gedung 
PKK, Wisma Kartini, Kantin Perubahan, Kantin 
Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung Sekretariat 
KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, GN-OTA, 
UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung Kalianda dan 
tanah pemerintah daerah yang belum diperuntukan 
penggunaannya/ diluar yang dikelola oleh Satuan 
Kerja; 

e. menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis 
analisa kebutuhan barang dan kendaraan dinas 
Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), 
Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah, 
perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), Gedung 



Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang 
Pasal33 

(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang 
adalah melaksanakan sebagian tugas Bagian 
Perlengkapan untuk sinkronisasi dan koordinasi dibidang 
penataan dan pengelolaan administrasi pengadaan barang 
dan kendaraan dinas Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil 
Bupati), Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah, 
perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), Gedung PKK, 
Wisma Kartini, Kantin Perubahan, Kantin Setdakab, 
Lapangan KORPRI, Gedung Sekretariat KNPI, Gedung 
Sekretariat Bersama GOW, GN-OTA, UKS dan KPA, 
Kawasan Masjid Agung Kalianda dan tanah pemerintah 
daerah yang belum diperuntukan penggunaannya/ diluar 
yang dikelola oleh Satuan Kerja. 

PKK, Wisma Kartini, Kantin Perubahan , Kantin 
Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung Sekretariat 
KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, GN-OTA, 
UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung Kalianda dan 
tanah pemerintah daerah yang belum diperuntukan 
penggunaannya/ diluar yang dikelola oleh Satuan 
Kerja; 

f. menyiapkan bahan pengendalian, evaluasi dan 
pelaporan hasil analisa kebutuhan barang clan 
kendaraan dinas Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil 
Bupati), Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah, 
perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), Gedung 
PKK, Wisma Kartini, Kantin Perubahan, Kantin 
Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung Sekretariat 
KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, GN-OTA, 
UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung Kalianda dan 
tanah pemerintah daerah yang belum diperuntukan 
penggunaannya/ diluar yang dikelola oleh Satuan 
Kerja; 

g. menyiapkan bahan penyusunan standar harga barang 
lingkup Sekretariat Daerah; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Analisa Kebutuhan Barang agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

i. membagi habis tugas Sub Bagian Analisa Kebutuhan 
Barang kepada Aparatur Jabatan Fungsional Umum 
(JFU) sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masmg- 
masmg; 

J. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan se bagai masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; clan 
1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan. 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Pengadaan Barang adalah se bagai beriku t : 

a. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lainnya di 
Bagian Perlengkapan untuk penyusunan program 
kerja Sub Bagian Pengadaan Barang untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-perrnasalahan yang 
berhubungan dengan Bidang tugas Sub Bagian 
Pengadaan Barang dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalah; 

c. menghimpun dan mempelajari bahan, pedoman dan 
berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
yang menyangkut mekanisme pengadaan barang milik 
daerah se bagai bahan acuan dalam pelaksanaan 
tugas; 

d. melaksanakan kegiatan penataan dan pengelolaan 
administrasi pengadaan barang dan kendaraan dinas 
Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), 
Sekretaris Daerah dan Sekretariat Daerah, 
perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), Gedung 
PKK, Wisma Kartini, Kantin Perubahan, Kantin 
Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung Sekretariat 
KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, GN-OTA, 
UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung Kalianda dan 
tanah pemerintah daerah yang belum diperuntukan 
penggunaannya/ diluar yang dikelola oleh Satuan 
Kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 

e. menghimpun bahan dan laporan hasil kegiatan 
penataan dan pengelolaan administrasi pengadaan 
barang dan kendaraan dinas Pimpinan Daerah (Bupati 
dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah dan Sekretariat 
Daerah, perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), 
Gedung PKK, Wisma Kartini, Kantin Perubahan, 
Kantin Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung 
Sekretariat KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, 
GN-OTA, UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung 
Kalianda dan tanah pemerintah daerah yang belum 
diperuntukan penggunaannya/ diluar yang dikelola 
oleh Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku; 

f. memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Pengadaan Barang agar dapat melaksanakan 
tugas secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

g. membagi habis tugas Sub Bagian Pengadaan Barang 
kepada Aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) 
sebagai bawahannya agar setiap personil memahami 
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

h. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data 
dari bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; 



Kepala Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi 
Pasal34 

(l)Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Penyimpanan dan 
Distribusi adalah melaksanakan se bagian tugas Bagian 
Perlengkapan dibidang pengelolaan data, penyimpanan, 
distribusi dan mutasi barang clan kendaraan dinas 
Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupatil, Sekretaris 
Daerah dan Sekretariat Daerah, perlengkapan Gedung 
Serba Guna (GSG), Gedung PKK, Wisma Kartini, Kantin 
Perubahan, Kantin Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung 
Sekretariat KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, GN- 
OTA, UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung Kalianda dan 
tanah pemerintah daerah yang belum diperuntukan 
penggunaannya/ diluar yang dikelola oleh Satuan Kerja 
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Penyimpanan dan Distribusi adalah sebagai berikut : 
a. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lainnya di 

Bagian Perlengkapan untuk penyusunan program 
kerja Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi untuk 
dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas; 

b. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan bidang tugas Sub Bagian 
Penyimpanan dan Distribusi dan menyusun bahan 
un tuk pemecahan masalah; 

c. melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang 
dan kendaraan dinas Pimpinan Daerah (Bupati dan 
Wakil Bupati), Sekretaris Daerah dan Sekretariat 
Daerah, perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), 
Gedung PKK, Wisma Kartini, Kantin Perubahan, 
Kantin Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung 
Sekretariat KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, 
GN-OTA, UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung 
Kalianda dan tanah pemerintah daerah yang belum 
diperuntukan penggunaannya/ diluar yang dikelola 
oleh Satuan Kerja; 

d. menyiapkan dokumen barang dan kendaraan dinas 
Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris 
Daerah dan Sekretariat Daerah, perlengkapan Gedung 
Serba Guna (GSG), Gedung PKK, Wisma Kartini, 
Kantin Perubahan, Kantin Setdakab, Lapangan 
KORPRI, Gedung Sekretariat KNPI, Gedung Sekretariat 
Bersama GOW, GN-OTA, UKS dan KPA, Kawasan 
Masjid Agung Kalianda dan tanah pemerintah dacrah 
yang belum diperuntukan penggunaannya/ diluar yang 
dikelola oleh Satuan Kerja yang meliputi pencatatan, 
mutasi dan distribusi; 

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan. 



Serba Guna (GSG), Geclung PKK, Wisma Kartini, 
Kantin Perubahan, Kantin Setclakab, Lapangan 
KORPRI, Geclung Sekretariat KNPI, Geclung Sekrctariat 
Bersama GOW, ON-OTA, UKS clan KPA, Kawasan 
Masjid Agung Kalianda clan tanah pemerintah dacrah 
yang belurn diperuntukan penggunaannya/diluar yang 
clikelola oleh Satuan Kerja yang me1iputi pencatatan, 
mutasi clan clistribusi; 

e. melaksanakan penyimpanan, perneliharaan dan 
perawatan barang clan kenclaraan din a s Pimpinan 
Daerah (Bupati clan Wakil Bupati}, Sekretari s Daerah 
clan Sekretariat Daerah, perlengkapan Gedung Scrba 
Guna (GSG), Geclung PKK, Wisma Kartini, Kant in 
Pcrubahan, Kantin Setclakab, Lapangan KORPRI, 
Geclung Sekretariat KNPI, Geclung Sckretariat Bcrsarna 
GOW, GN-OTA, UKS clan KPA, Kawasan Masjid Agung 
Kaliarida dan tanah pemerintah claerah yang belum 
cliperuntukan penggunaannya/ diluar yang dike Iola 
oleh Satuan Kerja; 

f. menyiapkan bahan administrasi dan pedoman serta 
pelaksanaan clistribusi barang dan kendaraan dinas 
Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sekrc tari s 
Daerah clan Sekretariat Daerah, perlengkapan Gcdung 
Serba Guna (GSG), Geclung PKK, Wisma Kartini, 
Kantin Perubahan, Kantin Sctdakab, Lapangan 
KORPRI, Geclung Sekretariat KNPI, Geclung Sckrctariat 
Bersama GOW, ON-OTA, UKS clan KPA, Kawasan 
Masjicl Agung Kaliancla clan tanah pemerintah dacrah 
yang belum diperuntukan penggunaannya/ diluar yang 
dikelola oleh Satuan Kerja sesuai dengan ketentuan 
yang berlaku; 

g. melaksanakan pengaturan clan pemeliharaan 
kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban 
clilingkungan Pimpinan Daerah (Bupati clan Wakil 
Bupati), Sekretaris Daerah clan Sekretariat Daerah , 
perlengkapan Gedung Serba Guna (GSG), Gedung PKK, 
Wisma Kartini, Kantin Perubahan, Kantin Setdakab, 
Lapangan KORPRI, Gedung Sekretariat KNPI, Gedung 
Sekretariat Bersama GOW, GN-OTA, UKS dan KPA, 
Kawasan Masjicl Agung Kaliancla clan tanah 
pemerintah daerah yang belum diperuntukan 
penggunaannya/ cliluar yang dikelola oleh Satuan 
Kerja; 

h. menenma, menyiapkan, mengatur dan rnerawal 
gedung clan peralatan gedung clilingkungan Pimpinan 
Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah 
clan Sekretariat Daerah, perlengkapan Gedung Serba 
Guna (GSG), Geclung PKK, Wisma Kartini, Kantin 
Perubahan, Kan tin Setclakab, Lapangan KORPRJ, 
Geclung Sekretariat KNPI, Geclung Sekretariat Bcrsama 
GOW, ON-OTA, UKS clan KPA, Kawasan Masjid Agung 
Kalianda dan tanah pemerintah daerah yang bclum 
diperuntukan penggunaannya/cliluar yang dikclola 
olch Satuan Kerja; 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Asisten Bidang 
Administrasi Umum adalah sebagai berikut: 
a. merumuskan bahan kebijakan umum pemerintahan 

daerah Bidang Hukum, Organisasi, Urusan Umum dan 
Tata Usaha Keuangan; 

Bagian Keempat 
Asisten Bidang Administrasi Umum 

Pasal 35 
(1) Tugas Pokok Asisten Bidang Administrasi Umum adalah 

merumuskan bahan kebijakan umum pemerintahan 
daerah dan perencanaan strategis bidang hukum, 
organisasi, urusan umum dan tata usaha keuangan, 
pengoordinasian penyelenggaraan sistem informasi, 
pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan Bidang hukum, 
organisasi, urusan umum dan tata usaha keuangan. 

k. menyiapkan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan 
pelumas kendaraan dinas dilingkungan Pimpinan 
Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah 
dan Sekretariat Oaerah, 

1. menyiapkan bahan administrasi dan dokumen serta 
pelaksanaan mutasi dan penghapusan barang dan 
kendaraan dinas dilingkungan Pimpinan Daerah 
(Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah dan 
Sekretariat Daerah, perlengkapan Gedung Serba Guna 
(GSG), Gedung PKK, Wisma Kartini, Kantin Perubahan, 
Kantin Setdakab, Lapangan KORPRI, Gedung 
Sekretariat KNPI, Gedung Sekretariat Bersama GOW, 
GN-OTA, UKS dan KPA, Kawasan Masjid Agung 
Kalianda dan tanah pemerintah daerah yang belum 
diperuntukan penggunaannya/ diluar yang dikelola 
oleh Satuan Kerja sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan yang berlaku; 

m. memimpin, mengarahkan dan memotivasi Aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU} dilingkungan Sub 
Bagian Penyimpanan dan Distribusi agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil- guna; 

n. membagi habis tugas Sub Bagian Penyimpanan dan 
Distribusi kepada Aparatur Jabatan Fungsional Umum 
(JFU) sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing- 
masmg; 

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai bahan untuk membuat laporan 
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai masukan 
dalam penyusunan program lebih lanjut; 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan. 



pokok sebagaimana 
tugas Kepala Bagian 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian 
H ukum adalah se bagai beriku t : 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 

kerja bidang perundang-undangan, bantuan hukum 
dan dokumentasi hukum; 

b. menyiapkan bahan koordinasi perumusan produk 
hukum daerah; 

Paragraf 1 
Kepala Bagian Hukum 

Pasal 36 
(1) Tugas Pokok Kepala Bagian Hukum adalah menyiapkan 

bahan penyusunan program dan rencana kerja dibidang 
Perundang-undangan, bantuan hukum dan dokumentasi 
hukum, pelaksanaan koordinasi perumusan produk 
hukum daerah, bahan pertimbangan dan bantuan hukum, 
penyusunan rencana pemasyarakatan dan pelaksanaan 
program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN- 
HAM), informasi clan dokumentasi hukum serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perundang- 
undangan, bantuan hukum dan dokumentasi hukum. 

b. menyusun perencanaan strategis Bidang Hukum, 
Organisasi, Urusan Umum dan Tata Usaha Keuangan; 

c. mengoordinasikan penyusunan bahan perumusan 
kebijakan pemerintahan daerah Bidang Hukum, 
Organisasi, Urusan Umum dan Tata Usaha Keuangan; 

d. menyelenggarakan dan melayanani administrasi 
Bidang Hukum, Organisasi, Urusan Umum dan Tata 
Usaha Keuangan; 

e. memfasilitasi dan mengoordinasi penyelenggaraan 
tugas Bidang Hukum, Organisasi, Urusan Umum dan 
Tata Usaha Keuangan; 

f. mengoordinasikan penyelenggaraan sistem informasi 
Bidang Hukum, Organisasi, Urusan Umum dan Tata 
U saha Keuangan; 

g. memantau, evaluasi dan pelaporan Bidang Hukum, 
Organisasi, Urusan Umum dan Tata Usaha Keuangan; 

h. melaksanakan tugas pemerintah dan pelayanan 
administratif kepada perangkat daerah dan Instansi 
vertikal di daerah sesuai dengan bidangnya; 

L memberi pengarahan dan bimbingan kepada bawahan 
tentang pelaksanaan tugas, untuk menghindari 
terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas; 

J. memberikan usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan 
diambil dibidang Hukum, Organisasi, Urusan Umum 
dan Tata Usaha Keuangan; dan 

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 



(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perundang-undangan 
adalah membantu menyiapkan bahan penyusunan 
program dan rencana kerja dibidang perundang- 
undangan, menyiapkan bahan, data dan melakukan 
telaahan atas rancangan peraturan daerah dan rancangan 
peraturan pelaksanaannya, melakukan pengkajian, 
perumusan clan pembentukan produk hukum daerah, 
serta pemantauan, evaluasi clan pelaporan bidang sub 
bagian perundang-undangan. 
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Kepala Sub Bagian Perundang-undangan 

J. menilai aktivitas, kreativitas dan produktivitas 
pelaksanaan tugas bawahan; 

k. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
hukum kepada atasan, sebagai pertanggungjawaban 
kerja dan sebagai bahan masukan untuk dijadikan 
bahan pertimbangan lebih lanjut; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

e. mendokumentasikan dan publikasi produk hukum; 

f. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi bidang 
perundang-undangan, bantuan hukum dan 
dokumentasi hukum; 

g. membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Hukum 
dibiclang teknis dan administrasi kepada bawahan, 
agar setiap aparatur yang ada clilingkungan Bagian 
Hukum mempunyai dan memahami beban tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

h. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

i. mernberi usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan 
diambil dibidang hukum; 

c. menyiapkan bahan pertimbangan dan bantuan 
hukum; 

d. menyiapkan bahan pemasyarakatan dan pelaksanaan 
program Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 
(RAN-HAM); 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Perundang-undangan adalah sebagai berikut : 

a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
bidang perundang-undangan berkoordinasi dengan 
Perangkat Daerah; 

b. menyiapkan bahan dan data terkait penyusunan dan 
pembentukan Peraturan Daerah dengan Perangkat 
Daer ah maupun untuk perumusan Peraturan Bupati, 
Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan produk 
hukum daerah lainnya; 

c. melakukan fasilitasi harmonisasi dan sinkronisasi 
materi clan peraturan terhadap Rancangan Peraturan 
Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, 
Instruksi Bupati dan produk hukum daerah lainnya 
yang diajukan oleh Perangkat Daerah; 

d. menyiapkan administrasi surat-rnenyurat yang 
diperlukan terkait penyampaian dan pembahasan 
Ranperda; 

e. menyiapkan bahan dan data untuk perumusan 
Rancangan Peraturan Bupati tentang pelaksanaan 
Peraturan Daerah; 

f. fasilitasi proses penerbitan Keputusan Bupati, 
Instruksi Bupati dan produk hukum daerah lainnya; 

g. menyiapkan bahan, mengkaji dan mengevaluasi 
produk hukum daerah; 

h. menyusun hasil evalusi produk hukum daerah; 

i. menyiapkan dan menyampaikan hasil evaluasi produk 
hukum daerah sebagai bahan pertimbangan kepada 
Bupati untuk pengambilan keputusan; 

J. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Perundang-undangan agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bagian Perundang- 
undangan kepada aparatur JFU sebagai bawahannya 
agar setiap personil memahami tugas dan tanggung 
jawabnya masing-rnasing; 

1. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang Sub Bagian Perundang- 
undangan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum 
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(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum adalah 

menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, 
evaluasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan bantuan 
hukum dan hak asasi manusia. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Bantuan Hukum, adalah sebagai berikut: 
a. menyusun program kegiatan Sub Bagian Barituan 

Hukum berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun 
sebelumnya dan peraturan perundang-undangan; 

b. menyiapkan bahan, mengkaji, menganalisis dan 
membuat pendapat hukum (legal opinion) serta 
menyiapkan konsep solusi terhadap permasalahan 
yang berkaitan dengan kegiatan bantuan hukum dan 
hak asasi manusia; 

c. melaksanakan koordinasi dengan Sub Bagian lainya 
dilingkungan Sekretariat Daerah dan instansi terkait 
baik secara langsung maupun tidak langsung untuk 
mendapatkan masukan, informasi serta untuk 
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja 
yang optimal; 

d. mengumpulkan data yang berhubungan dengan 
pemberian bantuan hukum kepada masyarakat, 
aparatur pemerintah daerah serta menyiapkan kerja 
sama dengan lembaga bantuan hukum dan lembaga 
lain; 

e. memberikan bantuan hukum didalam dan diluar 
pengadilan kepada Badan/ atau Pejabat Tata Usaha 
Negara dilingkungan Pemerintah Daerah yang 
tersangkut perkara Tata Usaha Negara dan/atau 
Perdata; 

f. melaksanakan konsultasi dengan semua instansi 
pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan 
permasalahan hukum atau peraturan perundang- 
undangan agar upaya pemberian bantuan hukum 
dapat optimal; 

g. melaksanakan tugas dan mengevaluasi perkembangan 
pos pelayanan hukum terpadu dan keluarga sadar 
hukum; 

h. melaksanakan sosialisasi clan pembinaan dibidang 
penyuluhan hukum dan hak asasi manusia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan; 

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai 
prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara 
berkala melalui sistem penilaian yang berbeda; 

J. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan 
sebagai dasar pengambilan kebijakan; 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Dokumentasi Hukum, adalah sebagai berikut : 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 

bidang dokumentasi hukum; 
b. menginventarisasi dan memberikan penomoran produk 

hukum daerah dan pengundangan produk hukum 
daerah yang bersifat pengaturan; 

c. menghimpun peraturan Perundang-undangan dan 
produk hukum daerah secara sistematis dan teratur; 

d. menyiapkan bahan pembuatan katalog dan abstrak 
peraturan perundang-undangan dan produk hukum 
daerah; 

e. melakukan pemeliharaan dokumen peraturan 
perundang-undangan dan produk hukum daerah; 

f. menyiapkan bahan terkait sosialisasi peraturan 
perundang-undangan dan produk hukum daerah; 

g. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan dan 
produk hukum daerah; 

h. memberi pelayanan kepada aparatur/masyarakat yang 
membutuhkan perundang-undangan dan produk 
hukum daerah; 

1. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Dokumentasi Hukum agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
ber hasil-guna; 
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(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum 

adalah menginventarisasi produk hukum daerah yang 
telah diundangkan, menghimpun dan melakukan 
pemeliharaan bahan dokumentasi peraturan perundang- 
undangan dan produk hukum daerah, menyiapkan 
sosialisasi dan menyebarluaskan peraturan perundang- 
undangan dan produk hukum daerah serta pemantauan, 
evaluasi dan pelaporan Bidang Sub Bagian Dokumentasi 
Hukum. 

Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum 

k. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang 
tugasnya dan memberi petunjuk/ arahan baik secara 
lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan 
tu gas; 

1. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada 
atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan 
masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas; dan 

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian tugas Kepala Bagian 
Organisasi adalah sebagai berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum 

pemerintah daerah Bidang Kelembagaan dan 
Reformasi Birokrasi, Peningkatan Kinerja dan Analisis 
Jabatan, Tatalaksana dan Pelayanan Publik; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
Bidang Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, 
Peningkatan Kinerja dan Analisis Jabatan, Tatalaksana 
dan Pelayanan Publik; 

c. menyusun bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi, pembinaan, fasilitasi, koordinasi sistem 
informasi Bidang Kelembagaan dan Reformasi 
Birokrasi, Peningkatan Kinerja dan Analisis Jabatan, 
Tatalaksana dan Pelayanan Publik; 

d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi kegiatan 
Bidang Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi, 
Peningkatan Kinerja dan Analisis Jabatan, Tatalaksana 
dan Pelayanan Publik; 

( 1) Tugas Pokok Kepala Bagian Organisasi adalah menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah 
bidang kelembagaan clan reformasi birokrasi, peningkatan 
kinerja dan analisis jabatan, tata laksana dan pelayanan 
publik, penyusunan rencana dan program kerja, 
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan 
koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kelembagaan 
dan reformasi birokrasi, peningkatan kinerja dan analisis 
jabatan, ketatalaksanaan clan pelayanan publik. 

Pasal40 

Paragraf 2 
Bagian Organisasi 

J. membagi habis tugas Sub Bagian Dokumentasi 
Hukum kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum 
(JFU) sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masmg- 
masing; 

k. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai masukan dalarn penyusunan 
program lebih lanjut; 

1. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
m. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang Sub Bagian 
Dokumentasi Hukum; dan 

n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
bidang kelembagaan dan reformasi birokrnsi; 

a. menyiapkan bahan pcrumusan kcbijakan umum 
pemerintah daerah bidang kelembagaan dan rclorrnasj 
birokrasi; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian tugas Kepala Sub Bagi an 
Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi adalah scbagai 
berikut: 

Pasal 41 

( 1) Tugas pokok Kepala Sub Bagi an Kelem bagaan dan 
Reformasi Birokrasi adalah menyiapkan bahan perurrrusan 
kebijakan umum pemerintah daerah bidang kelembagaan 
dan reformasi birokrasi, penyusunan rencana dan 
program pelaksanaan dan pelayanan administrasi, 
fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem 
informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang 
kelembagaan dan reformasi birokrasi. 

Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi 

e. menyiapkan bahan pengendalian dan petunjuk teknis 
dibidang kelembagaan dan reformasi birokrasi, 
peningkatan kinerja dan analisis jabatan , 
kctatalaksanaan dan pelayanan publik; 

f. membagi habis tugas kedinasan pada 13agian 
Organisasi dibidang teknis dan adrninistrasi kcpada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada dilingkungan 
Bagian Organisasi mempunyai dan memaharni bcban 
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing; 

g. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas untuk 
menghindari terjadinya penyimpangan dalam 
pelaksanaan tugas; 

h. memberi usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang akan di 
ambil dibidang kelembagaan dan reformasi birokrasi, 
peningkatan kinerja dan analisis jabatan , 
ketatalaksanaan dan pelayanan pu blik; 

L menilai aktivitas, kreativitas dan produklivitas 
pelaksanaan tugas dari bawahan; 

J. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
kelembagaan dan reformasi birokrasi, peningkatan 
kinerja clan analisis jabatan, ketatalaksanaan clan 
pelayanan publik kepada atasan, sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan sebagai bahan 
masukan untuk dijadikan bahan pertimbangan lebih 
lanjut; dan 

k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan, untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



( 1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja dan 
Analisis Jabatan adalah menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan umum pemerintah daerah dibidang peningkatan 
kinerja dan analisis jabatan, analisis beban kerja, standar 
kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, pelaporan perjanjian 
kinerja dan pelaporan kinerja, penyusunan rencana dan 
program pelaksanaan dan pelayanan administrasi, 
fasilitasi dan koordinasi, penyelenggaraan sistem 
informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang 
peningkatan kinerja, analisis jabatan, analisis be ban kerja, 
standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, pelaporan 
perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja. 
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Kepala Sub Bagian Peningkatan Kinerja 
dan Analisis Jabatan 

e. menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi 
dan koordinasi dibidang penataan kelembagaan 
perangkat daerah dan pelaksanaan reformasi birokrasi 
di daerah; 

f. menyiapkan bahan pengkajian dan pembinaan bidang 
penataan kelembagaan perangkat daerah dan 
pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah; 

g. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis 
monitoring dan evaluasi perangkat daerah dan 
pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah; 

h. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

i. membagi habis tugas Sub Bagian Kelembagaan dan 
Reformasi Birokrasi kepada aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

j. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

pelayanan 
reformasi 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan dan 
administrasi dibidang kelembagaan dan 
birokrasi perangkat daerah; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dibidang penyelenggaraan dan evaluasi 
pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah; 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Peningkatan Kinerja dan Analisis Jabatan adalah sebagai 
berikut: 
a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum 

pemerintah daerah dibidang peningkatan kinerja dan 
analisis jabatan, analisis beban kerja, standar 
kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, pelaporan 
perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja: 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
dibidang peningkatan kinerja, analisis jabatan, analisis 
beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi 
jabatan, pelaporan perjanjian kinerja dan pelaporan 
kinerja; 

c. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dibidang peningkatan kinerja aparatur 
kabupaten; 

d. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dibidang penyusunan rincian tugas 
jabatan dan analisis jabatan pada perangkat daerah; 

e. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dibidang pelaksanaan analisis beban 
kerja, penyusunan standar kompetensi jabatan dan 
evaluasi jabatan pada perangkat daerah; 

f. menyiapkan bahan pelaksanaan dan pelayanan 
administrasi dibidang penyelenggaraan pelaporan 
perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja; 

g. menyiapkan bahan pengkajian, penataan, 
pemberdayaan dan fasilitasi dibidang peningkatan 
kinerja, analisis jabatan, analisis beban kerja, standar 
kompetensi jabatan, evaluasi jabatan, pelaporan 
perjanjian kinerja dan pelaporan kinerja; 

h. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan 
petunjuk teknis dibidang peningkatan kinerja, analisis 
jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi 
jabatan, evaluasi jabatan, pelaporan perjanjian kinerja 
dan pelaporan kinerja; 

1. menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi 
dibidang peningkatan kinerja, analisis jabatan, analisis 
beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi 
jabatan, pelaporan perjanjian kinerja dan pelaporan 
kinerja; 

j. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Peningkatan Kinerja dan Analisis Jabatan agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

k. membagi habis tugas Sub Bagian Peningkatan Kinerja 
dan Analisis Jabatan kepada aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

1. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 



h. membagi habis tugas Sub Bagian Tatalaksana dan 
Pelayanan Publik kepacla aparatur JFU sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas clan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

f. menyiapkan bahan fasilitasi koordinasi, pembinaan 
dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan publik 
pada pemerintah kabupaten; 

e. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan 
dan petunjuk teknis penggunaan pakaian dinas pada 
pemerintah daerah; 

d. menyiapkan bahan fasilitasi, koordinasi, pembinaan 
clan petunjuk teknis penyelenggaraan naskah dinas 
pada pemerintah daerah; 

c. menyiapkan bahan koordinasi, pembinaan dan 
petunjuk teknis tata cara, prosedur kerja, stanclarisasi 
dan pengaturan pada pemerintah daerah; 

b. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
dibidang tatalaksana dan pelayanan publik; 

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum 
pemerintah daerah bidang tata laksana dan pelayanan 
publik; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Tatalaksana dan Pelayanan Publik, adalah sebagai 
berikut: 

(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan 
Pelayanan Publik adalah menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan umum pemerintah daerah dibidang tatalaksana 
dan pelayanan publik, penyusunan rencana dan program 
pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan 
koordinasi, penyelenggaraan sistem informasi, 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang tatalaksana 
dan pelayanan publik. 
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Kepala Sub Bagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik 

m. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 
n. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan dibidang analisis dan formasi 
jabatan; dan 

o. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 



a. menyusun dan merumuskan kebijakan pemerintah 
daerah dibidang pengelolaan ketatausahaan Pimpinan 
Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah, 
Asisten dan Bagian, administrasi umum dan 
kepegawaian Sekretariat Daerah, rumah tangga dan 
keprotokolan Pimpinan Daerah serta pengelolaan 
administrasi dibidang ketatausahaan, rumah tangga 
dan keprotokolan Staf Ahli Bupati; 

b. menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis 
dibidang pengelolaan ketatausahaan Pimpinan Daerah 
(Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah, Asisten 
dan Bagian, administrasi umum dan kepegawaian 
Sekretariat Daerah, rumah tangga dan keprotokolan 
Pimpinan Daerah serta pengelolaan administrasi 
dibidang ketatausahaan, rumah tangga dan 
keprotokolan Staf Ahli Bupati; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian tugas Kepala Bagian 
Umum dan Protokol adalah sebagai berikut: 

( 1) Tugas Pokok Kepala Bagian U mum dan Protokol adalah 
menyiapkan bahan dan materi, penyusunan dan 
perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, monitoring, 
evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan 
ketatausahaan Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil 
Bupati), Sekretaris Daerah, Asisten dan Bagian, 
administrasi umum dan kepegawaian Sekretariat Daerah, 
rumah tangga dan keprotokolan Pimpinan Daerah, 
pengelolaan rumah dinas, serta pengelolaan administrasi 
dibidang ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan 
Staf Ahli Bupati. 

Pasal44 

Paragraf 3 
Kepala Bagian Umum dan Protokol 

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan. 

k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan kegiatan dibidang tatalaksana; dan 

J. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; 

i. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 



(1) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Umum clan Kepegawaian 
adalah melaksanakan sebagian tugas Bagian Umum dan 
Protokol dibidang pelaksanaan kegiatan surat-menyurat, 
tata usaha Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), 
Sekretaris Daerah, Asisten dan Bagian, pengclolaan 
administrasi kcpegawaian Sekretariat Daerah sorta 
pernantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang urusan 
umum dan kepegawaian. 
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Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 

c. menyiapkan bahan koordinasi untuk penyelenggaraan 
kegiatan dibidang pengelolaan ketatausahaan 
Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris 
Daerah, Asisten dan Bagian, administrasi umum dan 
kepegawaian Sekretariat Daerah, rumah tangga dan 
keprotokolan Pimpinan Daerah serta pengelolaan 
administrasi dibidang ketatausahaan, rumah Langga 
dan keprotokolan Staf Ahli Bupati; 

d. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi 
penyelenggaraan kegiatan dibidang pengelolaan 
ketatausahaan Pimpinan Daerah (Bupati dan Wakil 
Bupati), Sekretaris Daerah, Asisten dan Bagian , 
administrasi umum dan kepegawaian Sckrctaria t 
Dacrah, rumah tangga dan keprotokolan Pim piria.n 
Daerah serta pengelolaan administrasi dibidang 
kctatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan Stal' 
Ahli Bupati; 

c. membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Umum 
dan Protokol dibidang teknis dan administrasi kcpada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada dilingkungan 
Bagian Umum dan Protokol mernpunyai d a n 
memahami beban tugas dan tanggung jawabnya 
masing-masing; 

f. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 
kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas agar 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

g. memberi usulan dan pertimbangan kepada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang diarnbil 
pada bidang ketatausahaan, rumah tangga dan 
keprotokolan; 

h. memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan 
tugas dari bawahan; 

1. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
ketatausahaan, rumah tangga dan keprotokolan 
kepada atasan, sebagai pertanggungjawaban kcrja dan 
sebagai bahan masukan untuk dijadikan bahan 
pertimbangan lebih lanjut; clan 

J. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh 
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol 
Pasal46 

(1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Rumah Tangga clan 
Protokol adalah melaksanakan sebagian tugas Bagian 
Umum clan Protokol dibidang rumah tangga, penyiapan 
sarana dan prasarana bagi kelancaran tugas Pimpinan 
Daerah dan Sekretariat Daerah, pemeliharaan dan 
perawatan gedung di lingkup rumah dinas Pimpinan 
Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), Sanggar Beringin dan 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut: 

a. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lainnya 
dilingkungan Bagian Umum clan Protokol untuk 
penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian untuk dijadikan pedoman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b. menginventaris permasalahan-permasalahan yang 
berhubungan dengan Bidang tugas Sub Bagian Umum 
dan Kepegawaian dan menyusun bahan untuk 
pemecahan masalahnya; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
kerja Bidang urusan umum dan kepegawaian lingkup 
Pimpinan Daerah dan Sekretariat Daerah; 

d. melaksanakan kegiatan surat-menyurat, 
pendistribusian (ekspedisi) dan kearsipan pada 
Pimpinan Daerah clan Sekretariat Daerah; 

e. melaksanakan urusan tata usaha Pimpinan Daerah, 
dan Umum, termasuk pengadaan barang cetak dan 
alat tulis kantor pada Pimpinan Daerah dan 
Sekretariat Daerah; 

f. melaksanakan penataan clan pengelolaan administrasi 
kepegawaian pada Pimpinan Daerah dan Sekretariat 
Daerah; 

g. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Umum dan Kepegawaian agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

h. membagi habis tugas Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian kepada aparatur Jabatan Fungsional 
Umum (JFU) sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masing- 
masing; 

L mengumpulkan, menghimpun clan menyusun data dari 
bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

J. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan. 



Pimpinan 1. menginventarisasi rangkaian kegiatan 
Daerah dalam Agenda Kerja; 

m. melaksanakan koordinasi kegiatan dan persiapan 
kunjungan kerja Pimpinan Daerah dengan Dinas 
Instansi terkait; 

n. menyiapkan bahan/ materi dan kelengkapan lainnya 
yang berhubungan dengan kunjungan kerja Pimpinan 
Daerah; 

o. menyiapkan clan mengoordinasikan administrasi 
perjalanan dinas Pimpinan Daerah; 

Mess rumah dinas Wakil Bupati, penyelenggaraan 
keprotokolan, menyiapkan fasilitasi tamu Pimpinan 
Daerah, penyusunan acara dan penyelenggaraan 
administrasi perjalanan dinas Pimpinan Daerah serta 
pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang rumah 
tangga dan protokol. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Rumah Tangga clan Protokol aclalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lainnya 

dilingkungan Bagian Umum clan Protokol untuk 
penyusunan program kerja Sub Bagian Rumah Tangga 
dan Protokol untuk dijadikan pecloman dalam 
pelaksanaan pekerjaan; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol clan 
menyusun bahan untuk pemecahan masalahnya; 

c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 
Bidang Sub Bagian Rumah Tangga dan Protokol; 

d. melaksanakan pelayanan kebutuhan Pimpinan Daerah 
(Bupati dan Wakil Bupati), Sekretaris Daerah dan 
Asisten bagi kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas akomodasi 
dan konsumsi kegiatan Pemerintah Daerah; 

f. menyiapkan perlengkapan dan peralatan 
Upacara/Peringatan Hari Besar Daerah dan Nasional; 

g. mengelola rumah dinas Bupati, Wakil Bupati, Mess 
rumah dinas Wakil Bupati, dan sarana prasarana 
dalam kawasan Sanggar Beringin; 

h. melaksanakan koordinasi clengan instansi terkait 
mengenai acara penenmaan, penjemputan, 
pen damping serta persiapan lainnya dalam 
penerimaan tamu-tamu Pemerintah Daerah; 

1. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi kegiatan 
upacara yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
Daerah; 

J. menyiapkan bahan pengaturan dan pembuatan jadwal 
kerja Pimpinan Daerah; 

k. menyiapkan bahan pengaturan tata cara/ protokoler 
kegiatan upacara; 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Rumah Tangga Staf Ahli Bupati adalah sebagai berikut : 
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program 

bidang tata usaha Staf Ahli Bupati; 

b. melaksanakan kegiatan surat-menyur at, 
pendistribusian (ekspedisi) dan kearsipan pada Star 
Ahli Bupati; 

c. melaksanakan urusan tata usaha, terrriasuk 
pengadaan barang cetak dan alat tulis kan tor pad a 
Staf Ahli Bupati; 

d. melaksanakan pelayanan kebutuhan Staf Ahli Bupat.i 
bagi kelancaran pelaksanaan tugas; 

e. mengoordinasikan dan melaksanakan tugas akomodasi 
dan konsumsi kegiatan Staf Ahli Bupati; 

f. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait 
mengenai acara penenmaan, penjernputan, 
pendamping serta persiapan lainnya dalam 
penerimaan tamu-tarn u Staf Ahli Bupati; 

g. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi kcgiatan 
upacara yang diselenggarakan oleh Star Ahli Bupa ti; 

Pasal47 
( 1) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Ta tel Usaha Star Ahli 

Bupati adalah melaksanakan sebagian tugas Bagian 
Umum dan Protokol dibidang ketatausahaan, rumah 
tangga, keprotokolan Staf Ahli Bupati, menyiapkan 
fasilitasi tamu Staf Ahli Bupati, penyusunan acara dan 
penyelenggaraan administrasi perjalanan dinas Star Ahli 
Bupati, serta melaksanakan pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan bidang tata usaha Staf Ahli Bupati. 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati 

p. memimpin, mengarahkan dan memotivasi aparatur 
.Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Rumah Tangga dan Protokol agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya-guna dan 
berhasil-guna; 

q. membagi habis tugas Sub Bagian Rumah Tangga dan 
Protokol kepada aparatur Jabatan Fungsional Umum 
(JFU) sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya rnasing- 
masmg; 

r. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

s. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 

t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan 
oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaaan tugas. 



(2) Unt.uk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian tugas Kepala Bagian Tata 
Usaha Keuangan adalah sebagai berikut: 
a. menyusun program dan rencana kerja Bagian Tata 

Usaha Keuangan sesuai dengan peraturan yang 
ditetapkan; 

b. menghimpun dan merekapitulasi Rencana Kcgiatan 
Anggaran (RKA) dari seluruh Bagian lingkup 
Sekretariat Daerah setelah dibahas dan disetujui olah 
Tim Anggaran Eksekutif untuk penetapan Daftar 
Kegiatan Anggaran (DPA); 

c. menyiapkan bahan pengesahan Daftar Kcgiatan 
anggaran (DPA) pada se1uruh Bagian lmgkup 
Sekretariat Daerah setelah dibahas dan disetujui olah 
Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif; 

Paragraf 4 
Kepala Bagian Tata Usaha Keuangan 
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( 1) Tugas pokok Kepala Bagian Tata U saha Keuangan adalah 
melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan 
dibidang penyusunan rencana dan belanja kegialan pada 
seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah untuk 
penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah. 

o. mengumpulkan, menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

p. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; d an 
q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang dibcrikan 

oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaaan tugas. 

dan persiapan 
dengan Dinas 

melaksanakan koordinasi kegiatan 
kunjungan kerja Staf Ahli Bupati 
Instansi terkait; 

k. menyiapkan bahan/ ma.teri dan kelengkapan la i n riya 
yang berhubungan dengan kunjungan kcrja Star Ahli 
Bupati; 

1. menyiapkan dan mengoordinasikan adrninistrasi 
perjalanan dinas Staf Ahli Bupati; 

m. memimpin, mengarahkan dan mernotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JFU) dilingkungan Sub 
Bagian Keprotokolan agar dapat melaksanakan tugas 
secara berdaya-guna dan berhasil-guna; 

n. membagi habis tugas Sub Bagian Keprotokolan kcpada 
aparatur Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebagai 
bawahannya agar setiap personil memahami t uga s dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

J. 

h. menyiapkan bahan pengaturan dan pembuatan jadwal 
kerja Staf Ahli Bupati; 

i. menginventarisir rangkaian kegiatan Staf Ahli Bupati 
dalam Agenda Kerja; 



. . ma.smg-ma smg; 
o. memberi petunjuk teknis, pengarahan dan bimbingan 

kepada bawahan tentang pelaksanaan tugas agar 
berdaya-guna dan berhasil-guna; 

p. memberi usulan dan pertimbangan kcpada atasan 
tentang langkah-langkah dan kebijakan yang diarnbil 
pada bidang ketatausahaan, rumah tangga dan 
keprotokolan; 

q. memberikan penilaian terhadap hasil pelaksanaan 
tugas dari bawahan; 

d. memberikan pembinaan penatausahaan adrninistrasi 
keuangan pada seluruh Bagian lingkup Sekretariat 
Daerah: 

c. meneliti secara seksama terhadap surat perrnintaan 
belanja langsung dan belanja tidak langsung pada 
seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah; 

f. memberikan pembinaan terhadap Bendahara 
Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Pengeluaran 
pada seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah; 

g. mengadministrasikan pengkartuan perincian gaji ke 
dalam kartu pegawai pada seluruh Bagian lingkup 
Sekretariat Daerah; 

h. meneliti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) yang 
disampaikan Bendahara Pengeluaran dan Pernbantu 
Bendahara Pengeluaran pada seluruh Bagian lingkup 
Sekretariat Daerah untuk pcnge sahaan SP,J 
Keuangan; 

r. mengoordinasikan pelaksanaan belanja kegiatan pada 
seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah agar sesuai 
dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA); 

J. memfasilitasi dan pengadministrasian kegiatan 
perjalanan dinas Pimpinan dan staf kegiatan pada 
seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

k. mengevaluasi ha sil pelaksanaan kcgiatan pada seluruh 
Bagian lingkup Sekretariat Daerah scbagai baha n 
pcrribuatan laporan keuangan; 

1. menyusun laporan keuangan Sekretariat Daerah 
untuk pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan 
anggaran kegiatan pada seluruh Bagian lingkup 
Sekretariat Daerah; 

m. menyusun laporan kegiatan dibidang anggaran, 
perbendaharaan dan belanja pegawai se rta akuntansi 
dan pelaporan kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban kerja dan bahan rnasukan untuk 
dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut; 

n. membagi habis tugas kedinasan pada Bagian Umum 
dan Protokol dibidang teknis dan administrasi kepada 
bawahan, agar setiap aparatur yang ada dilingkungan 
Bagian Urnum dan Protokol mempunyai dan 
mernahami beban tugas dan tanggung jawabnya 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Anggaran adalah sebagai berikut : 

a. melakukan sinkronisasi dan korelasi kerja dengan Sub 
Bagi an Lain ya dilingkungan Bagian Tata U saha 
Keuangan untuk penyusunan program kcrja Sub 
Bagian Anggaran untuk dijadikan pedoman dalarn 
pelaksanaan pekerjaan; 

b. menginventarisasikan perrnasalahan yang 
berhubungan dengan bidang lugas Sub Bagian 
Anggaran dan menyusun bahan pemecahan 
masalahnya; 

c. menghimpun clan merekapitulasi Rencana Kegiatan 
Anggaran (RKA) dari seluruh Bagian lingkup 
Sekretariat Daerah setelah dibahas dan disetujui oleh 
Tim Anggaran Eksekutif untuk penelapan da ltar 
kcgiatan Anggaran (OPA); 

d. menyiapkan bahan pengesahaan daftar kcgiatan 
Anggaran (DPA) pada seluruh Bagian lingkup 
Sekretarial Daerah setelah dibahas dan diset ujui oleh 
Tim Anggaran Eksekutif dan Legislatif; 

e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan bcla nja 
kegiatan pada seluruh Bagian lingkup Sekrelariat 
Daerah sesuai dengan Dokumen Pelak.sanaan 
Anggaran (OPA); 

f. memimpin dan mengarahkan dan memotivasi aparatur 
.Jabatan Fungsional Umum (JPU) dilingkungan Sub 
Bagian Anggaran agar dapat melaksanakan lugas 
secara berdaya guna dan berhasil guna; 

g. membagi habis tugas Sub Bagian Anggaran kepada 
Aparatur Jabatan Fungsional Umum ("TFU) scbagai 
bawahannya agar setiap personil memahami tugas dan 
tanggung jawabnya masing-masing; 

Kepala Sub Bagian Anggaran 
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( 1) Tugas pokok Kepala Sub Bagian Anggaran adalah 
melaksanakan sebagian tugas Bagian Tata U saha 
Keuangan untuk penyusunan rancangan APBD dan 
Rancangan Perubahan APBD lingkup Sekretariat Daerah 
serta pelaksanaan anggaran dan administrasi belanja 
Sekretariat Daerah. 

r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan dibidang 
ketatausahaan, rumah tangga dan keprolokolan 
kepada atasan, sebagai pertanggungjawaban kerja dan 
sebagai bahan masukan untuk dijadikan bahan 
pertimbangan lebih lanjut; dan 

s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh 
atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



( 1) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan 
Belanja Pegawai adalah melaksanakan sebagian tugas 
Bagian Tata U saha Keuangan dalam melakukan 
koordinasi dengan seluruh Bagian lingkup Sekretariat 
Daerah untuk pengelolaan dan pengadministrasian 
kegiatan belanja dan menerbitkan Surat Perintah 
Membayar (SPM) Sekretariat Daerah ke BPKAD 
berdasarkan tagihan Suat Permintaan Pembayaran (SPP) 
yang diajukan masing-masing Bagian Lingkup Sekretariat 
Daerah. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Perbendaharaan dan Belanja Pegawai adalah sebagai 
berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lainnya 

dilingkungan Bagian Tata Usaha Keuangan untuk 
penyusunan program kerja Sub Bagian Bagian 
Perbendaharaan dan Belanja Pegawai untuk dijadikan 
pedoman dalam pelaksnaan pekerjaan; 

b. menginventarisasikan permasalahan yang 
berhubungan dengan Bidang tugas Sub Bagian 
Perbendaharaan dan Belanja Pegawai dan menyusun 
bahan pemecahan masalahnya; 

c. memproses penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) 
pada seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah ke 
BPKAD berdasarkan tagihan Surat Permintaan 
Pembayaran (SPP) yang diajukan masing-masing 
Bagian Lingkup Sekretariat Daerah; 

d. melaksanakan dan menyiapkan bahan penataan 
pengelolaan pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) 
dan Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS) pada 
seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah; 

e. mengadminstrasikan belanja pendidikan dan 
pelatihan formal Pimpinan dan Staf Lingkup 

'< Sekretariat Daerah; 
f. mengadministrasikan belanja yang berkaitan dengan 

perjalanan dinas Pimpinan dan Staf Lingkup 
Sekretariat Daerah; 

g. menyiapkan bahan pembinaan Bendahara dan 
Pembantu Bendahara Lingkup Sekretariat Daerah; 

Pasal50 

Kepala Sub Bagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai 

h. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

i. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan dan 
J. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan. 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Kepala Sub Bagian 
Akuntansi dan Pelaporan adalah sebagai berikut: 
a. melakukan koordinasi dengan Sub Bagian lainya 

dilingkungan Bagian Tata Usaha Keuangan untuk 
penyusunan program kerja Sub Bagian Akuntansi clan 
Pelaporan untuk dijadikan pedoman dalam pelaksnaan 
pekerjaan; 

b. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan 
dengan bidang tugas Sub Bagian Akuntansi dan 
Pela po ran dan menyusun bahan pemecahan 
masalahnya; 

c. menganalisa pelaksanaan akun tansi realisasi 
pengeluaran pada seluruh Bagian lingkup Sekretariat 
Daerah; 

d. memeriksa kebenaran pengeluaran pada seluruh 
Bagian lingkup Sekretariat Daerah; 

e. memverifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada 
seluruh Bagian lingkup Sekretariat Daerah sesuai 
dengan peraturan yang berlaku; 

f. menyusun laporan keuangan Sekretariat Daerah; 
g. memimpin dan mengarahkan dan memotivasi aparatur 

Jabatan Fungsional Umum (JPU) dilingkungan Sub 
Bagian Akuntansi dan Pelaporan agar dapat 
melaksanakan tugas secara berdaya guna dan berhasil 
gun a; 

{l) Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan 
adalah melaksanakan sebagian tugas Kepala Bagian Tata 
U saha Keuangan dibidang analisa pelaksanaan pelaporan 
realisasi pengeluaran dan verifikasi Surat 
Pertanggungjawaban (SPJ) pada seluruh Bagian lingkup 
Sekretariat Daerah. 

Pasal 51 

Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan 

h. memimpin clan mengarahkan clan memotivasi aparatur 
Jabatan Fungsional Umum (JPU) dilingkungan Sub 
Bagian Perbendaharaan dan Belanja Pegawai agar 
dapat melaksanakan tugas secara berdaya guna dan 
berhasil guna; 

i. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 
oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

J. mengumpulkan menghimpun clan menyusun data dari 
bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

k. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan clan 
1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



Paragraf 1 
Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik 

Pasal53 
(1) Tugas Pokok Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, 

Hukum dan Politik adalah membantu Bupati memberikan 
telaahan, kajian dan rekomendasi terhadap isu-isu 
strategis mengenai pemerintahan, hukum dan politik, 
yang mencakup : 

(3) Tata kerja pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati : 
a. menerapkan prinsip koordinasi, konsultasi dan 

fasilitasi dengan perangkat daerah yang terkait; 
b. perangkat daerah berkewajiban membantu dan 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Staf Ahli; 
c. dalam pelaksanaan tugas memperhatikan arahan dan 

petunjuk Sekretaris Daerah; dan 
d. dalam pelaksanaan tugas memperhatikan asas 

keterbukaan, akuntabilitas, profesionalisme dan 
keterpaduan. 

BABIV 
RINCIAN TUGAS JABATAN STAF AHLI BUPATI 

Pasal52 
(1) Tugas Pokok Staf Ahli Bupati adalah memberikan 

telaahan, kajian dan rekomendasi terhadap isu-isu 
strategis mengenai pemerintahan, hukum, politik, 
ekonomi, pembangunan, kemasyarakatan, keuangan dan 
Sumber Daya Marrusia (SDM). 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian tugas Staf Ahli Bupati 
adalah se bagai beriku t : 
a. menyusun telaahan clan kajian; 
b. melaksanakan fasilitasi dalam melakukan penelaahan 

dan pengkajian; 
c. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam 

melakukan penelaahan dan pengkajian; 
d. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi 

terhadap isu-isu strategis kepada Bupati; dan 
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati. 

h. membagi habis tugas Sub Bagian Bagian Akuntansi 
dan Pelaporan kepada Aparatur Jabatan Fungsional 
Umum (JFU) sebagai bawahannya agar setiap personil 
memahami tugas dan tanggung jawabnya masmg- 
masing; 

i. mengumpulkan menghimpun dan menyusun data dari 
bawahan sebagai masukan dalam penyusunan 
program lebih lanjut; 

j. mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas bawahan; dan 
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan 

oleh atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 



a. pemerintahan umum, melakukan telaahan dan kajian 
mengenai: 
1. ketataprajaan; 
2. hubungan dengan instansi vertikal; 
3. ketenteraman dan ketertiban; 
4. penentuan, penataan dan penetapan batas wilayah; 
5. pengawasan pulau-pulau kecil; 
6. perubahan rupa bumi clan toponini; 
7. pertanahan; 
8. administrasi kependudukan; 
9. catatan Sipil; 

10. laporan dan evaluasi penyelenggaraan 
pemerintahan; dan 

11. tugas-tugas dekonsentrasi yang diberikan oleh 
pemerintah kepada bupati. 

b. pemerintahan daerah, melakukan telaahan dan kajian 
mengenai: 
1. penyelenggaraan otonomi daerah; 
2. pelaksanaan urusan pemerin tahan dan 

implementasi pembagian urusan pemerintahan; 
3. kerjasama antar daerah, dengan luar negeri dan 

badan hukum lainnya; 
4. administrasi bupati dan DPRD; 
5. pemilihan bupati; 
6. pendapatan asli daerah; 
7. produk bupati dibidang otonomi daerah; 
8. pelaksanaan tugas kepala daerah; 
9. pemekaran daerah dan kecamatan; 
10.peningkatan kapasitas dan pelimpahan urusan 

pemerintahan kepada camat; dan 
11.tugas-tugas desentralisasi lainnya. 

c. pemerintahan desa/kelurahan, melakukan telaahan 
dan kajian mengenai : 
1. penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan; 
2. diklat/job training perangkat desa/kelurahan; 
3. administrasi clan kekayaan desa; 
4. pengembangan desa/kelurahan; 
5. pemilihan kepala desa; 
6. pelimpahan tugas bupati kepada kepala desa dan 

kelurahan; dan 
7. kewenangan otonomi desa. 

d. hukum, melakukan telaahan dan kajian mengenai: 
1. produk hukum daerah; 
2. penerapan produk hukum daerah; 
3. sengketa hukum daerah; 
4. hak-hak azasi manusia; 
5. penerapan peraturan daerah oleh pemerintah daerah 

dan perangkat daerah; dan 
6. sinkronisai peraturan daerah, peraturan bupati dan 

keputusan bupati. 
e. politik, melakukan telaahan dan kajian mengenai: 

1. perkembangan politik di daerah; 



dan kemasyarakatan 

Paragraf 2 
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Pembangunan 

dan Kemasyarakatan 
Pasal 54 

( 1) Tugas Pokok Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, 
Pembangunan dan Kemasyarakatan adalah membantu 
Bupati memberikan telaahan, kajian dan rekomendasi 
terhadap isu-isu strategis mengenai ekonomi, 
pembangunan dan kemasyarakatan, yang mencakup: 

a. ekonomi, meliputi : 
1. pembangunan perekonomian umum; 
2. pembangunan perekonomian produksi; 
3. pembangunan perekonomian penunjang; dan 
4. pembangunan perekonomian strategis. 

b. pembangunan, meliputi : 
1. pembangunan sosial ekonomi; 
2. pembangunan sosial budaya; 
3. pembangunan infra-struktur; 
4. pembangunan sektor strategis; dan 
5. pembangunan pedesaan, daerah terpencil dan 

daerah terisolir. 

c. kemasyarakatan, meliputi : 
1. pembinaan lembaga 

pengembangan potensi; 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), rincian tu gas Staf Ahli Bupati 
Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik adalah sebagai 
berikut: 

a. menyusun telaahan dan kajian penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dalam Bidang Pemerintahan, 
Hukum dan Politik; 

b. melaksanakan fasilitasi dalam melakukan penelaahan 
dan kajian dalam Bidang Pemerintahan, Hukum dan 
Politik; 

c. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi 
terhadap isu-isu strategis kepada bupati dalam 
kebijakan pemerintahan, hukum dan politik; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati 
dalam penelaahan dan pengkajian masalah 
pemerintahan, hukum dan politik. 

2. implikasi perkembangan dan situasi politik; 
3. perkembangan dan tugas organisasi politik, ormas 

dan lembaga politik lainnya; 
4. pelaksanaan demokrasi politik; 
5. dinamika dan gejolak politik; dan 
6. upaya membangun demokrasi dalam kehidupan 

politik. 



(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
climaksud pada ayat (1), rincian tugas Staf Ahli Bupati 
Bidang Keuangan adalah sebagai berikut: 

Paragraf 3 
Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan 

Pasal 55 
( 1) Tugas Pokok Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan adalah 

membantu Bupati memberikan telaahan, kajian dan 
rekomendasi terhadap isu-isu strategis mengenai 
keuangan dan Sumber Daya Manusia (SDM), yang 
mencakup: 
a. keuangan, meliputi : 

1. pelaksanaan APBD dan ketentuan pelaksanaannya; 
2. sumber-sumber pendapatan daerah clengan 

pinjaman daerah; 
3. pembinaan hubungan Pemerintah Daerah dengan 

lem baga keuangan; dan 
4. pengembangan BUMD. 

b. sumber daya manusia, meliputi : 
1. pembinaan dan pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) masyarakat; 
2. pembinaan clan pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) aparatur; dan 
3. kerjasama dalam pengembangan Sumber Daya 

Manusia (SDM) aparatur dan SDM masyarakat. 

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
climaksud pada ayat (1), rincian tugas Staf Ahli Bupati 
Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kemasyarakatan 
adalah sebagai berikut: 

a. menyusun telaahan dan kajian penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dalam Bidang Ekonomi, 
Pembangunan dan Kemasyarakatan; 

b. melaksanakan fasilitasi dalam melakukan penelaahan 
clan kajian dalam Biclang Ekonomi, Pembangunan dan 
Kemasyarakatan; 

c. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi 
terhadap isu-isu strategis kepada bupati dalam 
kebijakan ekonomi, pembangunan dan 
kemasyarakatan; dan 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh bupati 
dalam penelaahan clan pengkajian masalah ekonomi, 
pembangunan dan kemasyarakatan. 

2. pengembangan partisipasi masyarakat; 
3. pembinaan dan pelestarian kelembagaan adat, seni 

budaya dan nilai-nilainya; 
4. pemantapan ketahanan masyarakat; dan 
5. pemberdayaan masyarakat. 



Pelatihan. 

pertanggungj a wa ban i. mengelola administrasi 
keuangan; dan 

J. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya. 

(4) Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan 
fungsi Staf Ahli Bupati, ditempatkan Pegawai pada 
Sekretariat Staf Ahli Bupati yang penernpatannya 
dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan 

e. mengatur agenda harian Staf Ahli Bupati dan 
penerimaan tamu-tamu; 

f. melakukan pencatatan kesimpulan rapat (notulen) dan 
pelaporan hasil rapat; 

g. memfasilitasi acara rapat, koordinasi da n konsolidasi; 

h. melaksanakan tugas-tugas keprotokolan dalam hal 
pelaksanaan tugas tertentu; 

Paragraf 4 
Sekretariat Staf Ahli Bupati 

Pasal 56 

( 1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Star 
Ahli Bupati, dibentuk Sekretariat yang tugas pokoknya 
memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Staf 
Ahli Bupati. 

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayal ( 1), berada 
dibawah dan bertanggung jawab kcpada Ke pala Sub 
Bagian Tata Usaha Staf Ahli Bupati pada Bagian Umurn 
dan Protokol. 

(3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), rincian tugas Sckretariat Staf Ahli 
Bupati adalah sebagai berikut: 

a. menyiapkan data dan bahan penyusunan program, 
rencana kerja dan pelaporan hasil kerja Staf Ahli 
Bupati; 

b. mengadministrasikan surat masuk dan surat keluar; 
c. mengadministrasikan arsip dan data; 

d. mengurus pengetikan, ekspedisi dan pengantaran 
surat; 

a. menyusun telaahan dan kajian penyelenggaraan 
pemerintahan daerah dalam bidang keuangan dan 
SDM; 

b. melaksanakan fasilitasi dalam melakukan penelaahan 
dan kajian dalam bidang keuangan dan SDM; 

c. memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi 
terhadap isu-isu strategis kepada Bupati dalarn 
kebijakan keuangan clan SOM; dan ' 

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati 
dalam penelaahan dan pengkajian masalah keuangan 
dan SDM. 



Pasal 60 

( 1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan 
Sekretariat Daerah bertanggung jawab dalam memimpin, 
mengoordinasikan dan mernberikan bimbingan serta 
petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan 
masing-masing. 

( 1) Sekretaris Daerah dalam melaksanakan t.uga snya 
bcrdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekrctaris Dacrah , 
Asisten Sekretaris Daerah , Kepala Bagian, Kcpala Sub 
Bagian dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan pririsip 
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan 
horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun 
antar satuan organisasi lain sesuai dengan tugasnya. 

(3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya wajib 
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 
secara vcrtikal dan horizontal baik dalam lingkungan 
masing-masing maupun antar satuan organisasi lain 
sesuai dengan tugasnya. 

BAB VI 

TATA KERJA 

Pasal 59 

BABV 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 57 

( 1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan 
fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional 
senior selaku ketua kelompok, yang ditunjuk oleh Bupati, 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 
Unit Kerja masing-masing. 

Pasal 58 

( 1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga 
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai 
dengan bidang keahliannya. 

(2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat 
( 1 ), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan be ban kcrja. 

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan pcra turan 
perundang-undangan yang berlaku. 

(4) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1), dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 



Pasal64 

Sekretaris Daer'ah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris 
Daerah, Kepala Bagian , Kepala Sub Bagian, dan Koordinator 
Kclompok Jabatan Fungsional dilingkungan Sckrctariat 
Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati scsuai 
peraturan perundangan-undangan yang berlaku. 

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian 
diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB VII 

KEPEGAWAIAN 

Pasal63 

Atas dasar pertimbangan daya-guna dan hasil-guna, ma sing- 
masing pejabat dalam lingkungan Sekretariat Daerah dapat 
mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada 
pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. 

Pasal62 

(3) Dalam hal Asisten Sekretaris Daerah berhalangan, tugas- 
tugas para Bagian berada dalam koordinasi seorang 
Kepala Bagian yang ditunjuk oleh Sekretaris Daerah 
dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut 
Kepangka tan. 

(2) Dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan, tugas-tugas 
para Asisten berada dalam koordinasi seorang Asisten 
yang ditunjuk oleh Bupati dengan memperhatikan 
senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan. 

(1) Dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan, 
Sekretaris Daerah melakukan tugas-tugas Bu pati se suai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 61 

(4) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Saluan 
Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan 
sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan 
dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada 
bawahan. 

(3) Dalam menyampaikan laporan masing-rnasing kepada 
atasan, tembusan laporan dapat disampaikan kepada 
satuan organisasi lain dilingkungan Sekretariat Daerah 
yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. 

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan 
mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab 
pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan 
tepat pada waktunya. 
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Pasal 66 
Peraturan Bupati mi mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

BAB VIII 
PENUTUP 

Pasal65 
Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka 
Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 14 Tahun 2013 
tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan 
Staf Ahli Bupati Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan 
tidak berlaku. 
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